2012, No.781 6

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawali
Negeri Sipil antara lain ditegaskan bahwa:

a. Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara mulai formasi Tahun
Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012.

b. Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan
penghasilannya tidak dibiayai dari APBN dan APBD dapat diangkat
menjadi CPNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawali
Negeri Sipil, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan pengangkatan
tenaga honorer menjadi CPNS dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

B. Tujuan

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

ini

digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat lain yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dalam pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi

CPNS.
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C.Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dari tenaga
honorer, meliputi:

1.
2.

0o ~NoO 0~ W

pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS.
pengangkatan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD menjadi
CPNS.

. pengangkatan tenaga dokter menjadi CPNS.

. pengangkatan tenaga ahli tertentu/khusus menjadi CPNS.
. tata cara pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

. pengawasan dan pengendalian.

. pembiayaan.

. evaluasi.

D.Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud
dengan:

1.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalah proses kegiatan
pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, penetapan
nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, ujian tertulis, penetapan
Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan
menjadi CPNS.

. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk
melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang
penghasilannya dibiayai oleh APBN/APBD atau yang penghasilannya
tidak dibiayai oleh APBN/APBD.

. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

. Instansi Pemerintah adalah:

a. Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan
Peraturan Presiden dan/atau PPK yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan
urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.

b. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat
daerahnya ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
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E. Prinsip Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS dilakukan
berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendataan, seleksi, dan penentuan
kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai
keadaan yang sesungguhnya.

2. Transparan, dalam arti proses pendataan, pelamaran, pelaksanaan
ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan
dilaksanakan secara terbuka.

3. Kompetitif, dalam arti semua tenaga honorer yang memenuhi syarat
bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada
nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan/atau nilai terbaik dari
seluruh peserta.

4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS dapat
dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.

5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam arti seluruh proses
pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur KKN.

6. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan CPNS tidak
boleh membedakan tenaga honorer berdasar suku, agama, ras, jenis
kelamin, dan golongan.

7. Tidak dipungut biaya, dalam arti semua tenaga honorer tidak
dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS.

8. Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan sesuai dengan
kebutuhan organisasi.

9. Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan
biaya seminimal mungkin.

Il. PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG DIBIAYAI APBN/APBD
MENJADI CPNS

A.Umum

Pada prinsipnya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah dua kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

B.Persyaratan
Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS meliputi:
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. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19

(sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;

. mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu)

tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS
masih bekerja secara terus-menerus;

. penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD;
.dinyatakan memenuhi kriteria (MK) berdasarkan hasil verifikasi dan

validasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk
oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

.Pelaksanaan

1.

Tim Verifikasi dan Validasi Nasional yang dibentuk oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap tenaga
honorer yang dibiayai APBN/APBD.

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk
mengumumkan daftar nama tenaga honorer yang telah diverifikasi dan
divalidasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Nasional yang dibentuk oleh
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan dinyatakan memenuhi kriteria
(MK) melalui website www.bkn.go.id.

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk
menyampaikan daftar nama tenaga honorer sebagaimana dimaksud
pada angka 2 kepada PPK Pusat/Daerah untuk diumumkan.

PPK Pusat/Daerah mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi
kriteria (MK) melalui papan pengumuman, media cetak lokal, dan
media online selama 14 (empat belas) hari kalender kepada publik.

PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian kembali terhadap dokumen
tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK), terutama apabila
terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat.

PPK Pusat/Daerah melaporkan hasil pengumuman dan penelitian

terhadap tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD yang memenuhi

kriteria (MK) dan ditandatangani oleh PPK atau paling rendah

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan

Sekretaris Daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan

tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

Tenaga honorer yang dalam penelitian dan pemeriksaan karena adanya

pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat, dilakukan:

a. Desk audit oleh Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan, antara lain dalam hal terjadi
kekurangan/perbedaan kelengkapan dokumen/berkas persyaratan;
atau
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b. Audit untuk tujuan tertentu oleh Menteri PAN dan RB dan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan, antara lain dalam hal
terjadi dugaan rekayasa/pemalsuan dokumen/berkas maupun
terjadi dugaan tindak pidana dan dilakukan melalui investigasi
lapangan.

8. PPK Pusat/Daerah mengusulkan formasi kepada Menteri PAN dan RB
serta tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

9. Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pertimbangan teknis
formasi bagi:

a. tenaga honorer yang sudah selesai dilakukan desk audit/audit
untuk tujuan tertentu; dan

b. tenaga honorer yang setelah diumumkan tidak terdapat
pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat.

10.Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan pertimbangan
teknis formasi yang diusulkan oleh PPK Pusat/Daerah kepada Menteri
PAN dan RB.

11. Menteri PAN dan RB menetapkan formasi berdasarkan pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan menyampaikannya
kepada PPK Pusat/Daerah.

12. Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS
untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2012 dan ditetapkan pada
tahun anggaran berjalan.

13. Apabila di kemudian hari ditemukan data tenaga honorer yang
direkayasa/palsu, maka dokumennya tidak dapat diproses sebagai
dasar pengangkatan menjadi CPNS dan apabila yang bersangkutan
telah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka diberhentikan sebagai CPNS/
PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

I1l. PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG TIDAK DIBIAYAI APBN/APBD
MENJADI CPNS

A.Umum
Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai
APBN/APBD menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan
administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan
kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

B.Persyaratan
Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS meliputi:

1. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19
(sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;
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. mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu)

tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS
masih bekerja secara terus-menerus;

. penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD;
. bekerja pada instansi pemerintah;
.dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes

Kompetensi Bidang (TKB); dan
syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

.Pelaksanaan

1.

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk
mengumumkan daftar nama tenaga honorer yang penghasilannya tidak
dibiayai APBN/APBD melalui website www.bkn.go.id.

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk
menyampaikan daftar nama tenaga honorer kepada PPK Pusat/ Daerah
untuk diumumkan.

PPK Pusat/Daerah mengumumkan tenaga honorer melalui papan
pengumuman, media cetak lokal, dan media online paling lambat 7
(tujuh) hari kalender setelah menerima daftar nama tenaga honorer.
Pengumuman oleh PPK Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada
angka 3 dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender kepada
publik.

PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan kembali
terutama apabila terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari
masyarakat.

PPK Pusat/Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan dan tanggapan
atas pengaduan atau keberatan tersebut kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Menteri
PAN dan RB paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak
pengumuman oleh PPK.

Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar
nama (listing) tenaga honorer yang tidak ada pengaduan atau
keberatan setelah dilakukan uji publik dan menyampaikan kembali
kepada PPK Pusat/Daerah.

Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
menyelesaikan dan memutuskan pengaduan/sanggahan/keberatan
setelah dilakukan pengumuman dan uji publik oleh PPK Pusat/Daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar
nama (listing) tenaga honorer yang telah diselesaikan dan diputuskan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1v.

18.

19.

atas pengaduan atau keberatannya serta menyampaikan kembali
kepada PPK Pusat/Daerah.

Peserta seleksi adalah tenaga honorer yang penghasilannya tidak
dibiayai APBN/APBD yang tercantum dalam daftar nama (listing)
tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 9.
Materi seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer meliputi Tes
Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Materi seleksi ujian tertulis TKD berdasarkan Kisi-kisi yang ditetapkan
oleh pemerintah.

TKD dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional yang waktu
pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.

Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian TKD bagi tenaga honorer
dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, yang dibentuk
oleh Menteri PAN dan RB bersama dengan Mendikbud.

Pelaksanaan TKD pada instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota
dilaksanakan oleh masing-masing PPK, sedangkan untuk Kabupaten/
Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
Penentuan kelulusan TKD ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas
kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB
atas pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari
Konsorsium PTN.

Pengumuman kelulusan TKD dilakukan oleh Menteri PAN dan RB
berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh Konsorsium Perguruan
Tinggi Negeri dengan mempertimbangkan masa pengabdian sebagai
tenaga honorer.

Tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKD, wajib mengikuti TKB
dengan mempertimbangkan dedikasi yang ditetapkan oleh masing-
masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi Pembina
Jabatan Fungsional.

Waktu pelaksanaan TKB ditetapkan oleh masing-masing PPK,
sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
selaku Wakil Pemerintah.

D.Pembentukan Tim

1.

2.

3.

Untuk mempelancar pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer
menjadi CPNS, Menteri PAN dan RB dapat membentuk Tim Pengarah,
Tim Pelaksana Nasional, dan Tim Pengawas Nasional Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk Tim Pelaksana
Pusat sesuai dengan kebutuhan.

PPK dapat membentuk Tim di lingkungan instansi masing-masing.
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4. Tim Pelaksana Nasional

a.

e.

Tim Pelaksana Nasional dibentuk dengan Keputusan Menteri PAN
dan RB.

. Keanggotaan Tim Pelaksana Nasional terdiri dari Pejabat di

lingkungan:

1) Kementerian PAN dan RB;

2) Kementerian Dalam Negeri;

3) Badan Kepegawaian Negara; dan

4) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

. Selain keanggotaan Tim Pelaksana Nasional sebagaimana dimaksud

pada huruf b, Menteri PAN dan RB dapat mengangkat pejabat dari
instansi lain yang dianggap perlu.

. Tugas Tim Pelaksana Nasional, antara lain:

1) menyusun pedoman pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer
menjadi CPNS;

2) menyusun daftar nama (listing) tenaga honorer;

3) mempersiapkan formasi tenaga honorer;

4) melakukan supervisi, verifikasi, dan validasi terhadap tenaga
honorer;

5) melaksanakan sosialisasi atau memberikan asistensi
pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS;

6) membantu konsorsium dalam menyampaikan master soal dan
dokumen lainnya kepada PPK Pusat/Provinsi/Tim Pelaksana
Instansi Pusat/Provinsi, disertai berita acara yang dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran I-a
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini;.

7) mengevaluasi penyelenggaraan pengangkatan tenaga honorer
menjadi CPNS di instansi Pusat dan Daerah; dan

8) melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS kepada Menteri PAN dan RB.

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara selaku anggota
Tim Pelaksana Nasional dari Badan Kepegawaian Negara melakukan
fungsi koordinasi, monitoring, dan pengawasan bersama-sama
dengan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk dalam
pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di wilayah
kerjanya.
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5. Tim Pelaksana Instansi

a.

PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim Pelaksana
Instansi, yang diketuai oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

. Tim Pelaksana Instansi paling kurang terdiri atas:

1) Ketua;

2) Wakil Ketua,;

3) Sekretaris;

4) Sub Tim Seleksi Administrasi;

5) Sub Tim Pelaksanaan Ujian; dan
6) Sub Tim Pemantauan.

. Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Tim

ditetapkan oleh PPK.

. Tim Pelaksana Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota menyam-

paikan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dari tenaga honorer di
lingkungannya kepada Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah pengangkatan menjadi CPNS.

. Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Seleksi Administrasi, antara

lain:

1) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam
pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang
ditetapkan;

2) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;

3) menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian, yang
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

4) menyiapkan daftar hadir peserta ujian, yang dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini;

5) menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim Pelaksanaan
Ujian;

6) menggandakan soal TKD dan/atau TKB serta LJK sesuai dengan
jumlah peserta ujian yang disampaikan kepada Sub Tim
Pelaksana Ujian, disertai berita acara dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.
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7) menyiapkan tata tertib peserta ujian yang dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini;

8) mengumumkan kembali hasil kelulusan TKD yang ditetapkan oleh
Menteri PAN dan RB;

9) menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang
dinyatakan lulus TKD untuk mengikuti TKB;

10) mengumumkan hasil kelulusan TKB yang ditetapkan oleh PPK;
dan
11) menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang
dinyatakan lulus untuk melengkapi bahan-bahan administrasi.
f. Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pelaksanaan Ujian, antara lain:

1) melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait,
antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan,
pencetakan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta
ujian;

2) menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub
Tim Seleksi Administrasi;

3) menerima soal ujian dan formulir Lembar Jawaban Komputer
(LIK) dari Ketua Tim Pelaksana Instansi serta menggandakan soal
ujian sesuai dengan kebutuhan;

4) menyimpan dan mengamankan soal ujian dan formulir LIK;

5) memastikan jumlah soal ujian dan formulir LIK sudah mencukupi
dengan jumlah peserta ujian;

6) menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

7) membacakan tata tertib pelaksanaan ujian;

8) membagikan soal ujian dan formulir LIK kepada peserta;

9) mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;

10) mengumpulkan daftar hadir, soal ujian bersama LJK hasil ujian
dari peserta,;

11) memisahkan soal ujian yang telah selesai diujikan dengan LJK
hasil ujian;

12) membuat dan menandatangani berita acara yang meliputi:
a) jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir;
b) sisa soal ujian; dan
c) sisa formulir LIK.

13) menyerahkan soal ujian (sisa dan yang sudah digunakan) dan LIK
hasil ujian serta sisa formulir LIK kepada Konsorsium Perguruan
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Tinggi Negeri melalui Tim Pelaksana Instansi, dengan Berita Acara
yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

g. Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pemantauan, antara lain:

1) melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara
lain meliputi kegiatan:

a) memantau penyerahan soal ujian dan formulir LJIK dari
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri kepada Tim Pelaksana
Instansi; dan

b) memantau pengamanan terhadap penyimpanan dan
penggandaan soal wujian, pendistribusian soal ujian, dan
formulir LIK.

2) melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi
kegiatan:

a) memantau penyerahan soal ujian dan formulir LIJK dari Sub
Tim Pelaksanaan Ujian kepada petugas atau pengawas ujian
yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa soal ujian,
formulir LJK, dan daftar hadir peserta ujian masih dalam
keadaan tersegel;

b) memantau penyerahan kembali jumlah LIK hasil ujian dari Sub
Tim Pelaksanaan Ujian kepada Konsorsium Perguruan Tinggi
Negeri melalui Tim Pelaksana Instansi untuk diolah lebih lanjut
dengan memperhatikan kesesuaian antara LJK hasil ujian
dengan daftar hadir peserta ujian;

c) memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan
sisa formulir LIK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Instansi
sebelum diserahkan ke Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri;
dan

d) memantau pemusnahan sisa naskah soal ujian dan naskah soal
yang telah dipergunakan, serta sisa formulir LJK yang
dilakukan oleh Ketua Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi.

3) melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan
kelulusan berdasarkan hasil ujian, antara lain meliputi kegiatan:

a) memantau pengumuman kelulusan TKD dan tenaga honorer
yang berhak mengikuti TKB oleh PPK, yang dilakukan dengan
membandingkan antara pengumuman kelulusan TKD yang
ditetapkan oleh PPK dengan pengumuman penetapan kelulusan
TKD oleh Menteri PAN dan RB;
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b) memantau pengumuman penetapan kelulusan TKB yang
dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman
penetapan kelulusan TKB dengan urutan dari peringkat
tertinggi TKB sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan;
dan

c) memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang
dinyatakan lulus dan diterima oleh PPK.

4) membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan
pengadaan CPNS Tingkat Instansi kepada Ketua Tim Pengadaan
CPNS Tingkat Instansi.

6. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Gubernur memiliki tugas antara lain:

a.

memberikan arahan, asistensi, dan fasilitasi pelaksanaan
pengadaan CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota,;

melakukan koordinasi, monitoring, dan pengawasan dalam
pelaksanaan pengadaan CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
memfasilitasi antara PPK Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dalam pelaksanaan seleksi
CPNS.

E. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

1. Umum

a.

Materi TKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi
Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi dibuat oleh Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri.

Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menetapkan Standar
Operating Procedure (SOP) penyusunan materi TKD dan LJK.

TKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional,
regional, dan internasional maupun kemampuan verbal,
kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan
beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas,
dan inisiatif.

Dalam penyusunan materi ujian harus tetap dijamin
kerahasiaannya.

TKD diikuti oleh semua tenaga honorer yang ada dalam daftar
nama (listing) tenaga honorer yang telah diuji publik dan memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

Tes Wawasan Kebangsaan untuk menilai penguasaan pengetahuan
dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar
Kebangsaan Indonesia yang meliputi :
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1) Pancasila;

2) Undang Undang Dasar 1945;

3) Bhineka Tunggal lka; dan

4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara

Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia
dalam tatanan regional maupun global, kemampuan berbahasa
indonesia secara baik dan benar).

g. Tes Intelegensi Umum dimaksudkan untuk menilai :

1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi
secara lisan maupun tertulis;

2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi
perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-
angka;

3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan
penalaran secara runtut dan sistematis; dan

4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu
permasalahan secara sistematik.

h. Tes Karakteristik Pribadi untuk menilai:

1) Integritas diri;

(e8)

Kemampuan bekerja sama dalam kelompok;

O

Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain;
10
11) Kreativitas dan inovasi.

2) Semangat berprestasi;

3) Orientasi pada pelayanan;

4) Kemampuan beradaptasi;

5) Kemampuan mengendalikan diri;

6) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;

7) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
)
)
)

Orientasi kepada orang lain; dan

2. Penggandaan, Pengepakan, dan Pendistribusian Naskah Soal TKD

a. Penggandaan naskah soal ujian bagi Instansi Pusat/Provinsi/
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Instansi di
masing-masing Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Pengepakan naskah soal ujian baik bagi Instansi Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Instansi
di masing-masing Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Tata cara pengepakan sebagai berikut:
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Pengepakan naskah soal ujian dikelompokkan menurut

kualifikasi pendidikan.

Naskah soal ujian dan formulir LIK dimasukkan ke dalam

amplop yang masing-masing amplop berisi maksimal 20 set,

dengan kelipatan 5, 10, 15, dan 20 naskah soal ujian dan

disegel.

Dalam amplop tersebut, selain berisi naskah soal ujian juga

dilengkapi dengan :

a) daftar hadir;

) tata tertib peserta;

) formulir berita acara pelaksanaan ujian;

) bahan segel pengaman; dan

) amplop kosong untuk pengembalian LJK yang telah diisi
oleh peserta ujian.

Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c) dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran

I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara ini

® O O T

Amplop yang telah disegel, dibungkus plastik serta dimasukkan
dalam kardus untuk menghindari kerusakan.

Pendistribusian naskah soal ujian beserta kelengkapannya
dilakukan oleh Tim Pelaksana Instansi melalui Sub Tim
Pelaksanaan Ujian kepada Petugas/Pengawas Ujian yang ada di
lokasi ujian.

Penggandaan, pengepakan, dan pendistribusian soal ujian dan
kunci jawaban harus dijaga kerahasiaan serta keamanannya,
sehingga tidak terjadi kebocoran.

3. Pengumuman TKD

a. Pelaksanaan TKD diumumkan secara luas melalui media yang
tersedia, antara lain website instansi, surat kabar lokal, papan
pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

b. Pengumuman TKD paling kurang memuat:

1)
2)
3)
4)

hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian;
alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian;
membawa tanda peserta ujian; dan

kartu identitas.

c. Pengumuman melalui website dan papan pengumuman dilakukan
paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian.
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4. Pelaksanaan TKD

a.

Pelaksanaan TKD pada Instansi Pusat dan Provinsi/
Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh masing-masing PPK,
sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
selaku Wakil Pemerintah.

TKD harus diikuti oleh seluruh tenaga honorer yang ada dalam
daftar nama (listing) tenaga honorer yang telah melalui uji publik
yang tidak ada pengaduan atau keberatan dan/atau yang ada
pengaduan/keberatan tetapi telah diselesaikan dan diputuskan
pengaduan atau keberatannya.

Instansi  Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyediakan
tempat yang memadai sehingga memudahkan peserta penyandang
disabilitas (penyandang cacat) mengikuti pelaksanaan TKD.

Pengawas Ujian harus menjamin ketertibpan dan keamanan
pelaksanaan TKD.

Pengawas Ujian mencocokkan tanda peserta ujian dengan daftar
hadir, identitas peserta, dan orang yang bersangkutan. Peserta
ujian yang identitasnya tidak sesuai dengan tanda peserta ujian,
tidak diperkenankan mengikuti TKD.

Pengawas Ujian membuka amplop naskah soal ujian yang bersegel
dan membagikan naskah soal ujian beserta formulir LIK kepada
peserta ujian yang harus dilakukan di hadapan peserta dan dapat
disaksikan oleh Sub Tim Pemantauan.

Pengawas Ujian wajib membacakan tata tertib pelaksanaan TKD
kepada peserta.

Pengawas Ujian mengumpulkan dan menghitung soal ujian dan
LIJK hasil ujian, serta memastikan soal ujian dan LJK yang
dibagikan sesuai dengan yang dikumpulkan dari peserta dan
disatukan dengan sisa soal ujian dan sisa formulir LIK, kemudian
memasukkan ke dalam amplop dan disegel, untuk diserahkan
kepada Tim Pelaksana Instansi melalui Sub Tim Pelaksanaan Ujian.

Sub Tim Pelaksanaan Ujian, setelah menerima semua soal ujian
dan LJK termasuk sisa soal dan formulir LIK, menyerahkan kepada
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri melalui Tim Pelaksana
Instansi Pusat/Provinsi disertai dengan berita acara dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini.
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5. Pengolahan Hasil TKD

a.

Untuk menjamin obyektivitas penilaian LJK hasil ujian,
pengolahannya dilakukan dengan komputer.

Pengolahan hasil TKD dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi
Negeri.

Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menetapkan Standar Operating
Procedure (SOP) pelaksanaan pengolahan LJIK hasil ujian.

Pengolahan hasil TKD paling kurang harus disaksikan oleh Tim
Pelaksana Instansi Pusat/Provinsi dan Inspektorat Pusat/Provinsi.

Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri mengeluarkan:

1) hasil pengolahan TKD bagi pelamar/peserta TKD yang
memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang
ditetapkan berdasarkan formasi, yang dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-h yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini; dan

2) hasil pengolahan TKD seluruh peserta tes berdasarkan
kualifikasi formasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran I-i yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.

Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan hasil
pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri
PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

6. Pengumuman Hasil TKD

a.

Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti TKD
ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas (passing grade)
kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB atas
pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

Pengumuman hasil TKD dilakukan oleh Menteri PAN dan RB
berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri yang memuat instansi, nama, tanggal lahir,
terhitung mulai tanggal pengangkatan tenaga honorer, jenis jabatan
(tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis/administratif),
kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan elemen lain yang diperlukan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
melalui website Kementerian PAN dan RB (www.menpan.go.id).
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d.

Menteri PAN dan RB menyampaikan hasil TKD yang telah
diumumkan sebagaimana dimaksud huruf b kepada PPK
Pusat/Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota untuk diumumkan
kembali di lingkungan Instansi masing-masing.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan
melalui website instansi, surat kabar lokal, dan/atau papan
pengumuman.

F. Tes Kompetensi Bidang (TKB)

1. Umum

a.

TKB dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan/atau
keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi
jabatan atau pekerjaan.

Dalam menyusun materi soal TKB harus disesuaikan dengan
formasi jabatan atau pekerjaan. Dengan demikian, materi soal TKB
untuk jabatan yang satu berbeda dengan jabatan yang lain.

PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan soal TKB untuk
lowongan formasi jabatan fungsional tertentu berdasarkan materi
ujian yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional
tertentu.

Contoh:

1) Bagi pelamar Guru Matematika, materi ujian pengetahuan
substansi yang berkaitan dengan pendidikan matematika,
disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional Guru.

2) Bagi pelamar profesi Dokter, materi ujian pengetahuan substansi
yang berkaitan dengan kedokteran, disusun oleh instansi
pembina jabatan fungsional Dokter.

3) Bagi pelamar Penyuluh Pertanian, materi ujian pengetahuan
substansi yang berkaitan dengan pertanian, disusun oleh
instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.

PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan materi ujian dan
menetapkan soal TKB untuk lowongan formasi jabatan fungsional
umum.

Dalam penyusunan materi soal ujian dan kunci jawaban harus
dijaga kerahasiaan dan keamanannya, sehingga tidak terjadi
kebocoran.
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2. Penggandaan, Pengepakan, dan Pendistribusian Naskah Soal TKB

a. Apabila TKB dilakukan secara tertulis, maka penggandaan,

pengepakan, tata cara pengepakan, dan pendistribusian naskah soal
ujian dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf E angka 2.

Dalam penggandaan, pengepakan, dan pendistribusian soal ujian
dan kunci jawaban harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya,
sehingga tidak terjadi kebocoran.

3. Pengumuman TKB

Pengumuman pelaksanaan TKB dilakukan menurut ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3.

4. Pelaksanaan TKB

a.

Pelaksanaan TKB pada instansi Pusat dan Provinsi/Kabupaten/
Kota diselenggarakan oleh masing-masing PPK, sedangkan untuk
Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil
Pemerintah.

TKB dilakukan secara tertulis sesuai dengan lowongan formasi
jabatan. Di samping itu dapat dilakukan tes psikologi lanjutan,
wawancara, atau ujian praktek.

Contoh ujian praktek:

1)Untuk jabatan di bidang SAR harus memiliki kemampuan
berenang dan mendaki gunung.

2)Untuk jabatan Pranata Komputer harus memiliki kemampuan
mengoperasionalkan dan atau membangun aplikasi komputer.

5. Pengolahan Hasil TKB

Pengolahan hasil TKB dilakukan oleh PPK.

PPK menetapkan kriteria penilaian dan bobot masing-masing jenis
TKB tersebut secara obyektif dan terukur, yang dituangkan dalam
Keputusan PPK sebagai dasar dan pedoman penilaian TKB.

Untuk menjamin obyektifitas penilaian LJK hasil ujian
pengolahannya dengan menggunakan komputer.

Pengolahan LJK hasil ujian paling kurang harus disaksikan oleh
Inspektorat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Apabila TKB dilakukan secara tertulis, tes psikologi lanjutan,
wawancara, dan/atau ujian praktek, maka penentuan nilai TKB
didasarkan pada hasil nilai kumulatif.
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6. Penetapan Kelulusan

a.

b.

Penetapan kelulusan TKB dilakukan oleh PPK berdasarkan urutan
dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang
ditetapkan.

Apabila dalam penetapan urutan dari peringkat tertinggi terjadi
nilai yang sama, maka penetapan kelulusan TKB dengan
mempertimbangkan masa kerja.

Hasil TKB berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai
dengan jumlah dan kualifikasi formasi yang ditetapkan, dijadikan
dasar untuk menentukan tenaga honorer yang dinyatakan lulus
seleksi.

Penetapan kelulusan seleksi dituangkan dalam keputusan PPK
sebagai dasar pengumuman.

7. Pengumuman Hasil Seleksi

a.

Pengumuman hasil seleksi dilakukan oleh PPK atau pejabat lain
yang ditunjuk yang memuat nama tenaga honorer, tanggal lahir,
nomor ujian, jabatan, terhitung mulai tanggal pengangkatan tenaga
honorer, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan elemen lain yang
diperlukan.

Pengumuman dapat dilakukan melalui website instansi, surat
kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang
tersedia.

PPK wajib menyampaikan hasil kelulusan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diumumkannya kelulusan.

IV. PENGANGKATAN DOKTER MENJADI CPNS

A. Umum

1.

Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai
Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas
pelayanan kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat menjadi
CPNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Pengangkatan dilakukan tanpa memperhatikan masa bakti sebagai
PTT atau masa kerja sebagai tenaga honorer.

Pengangkatan Dokter sebagaimana dimaksud pada angka 1
berdasarkan jumlah tenaga dokter yang dibutuhkan pada fasilitas
pelayanan kesehatan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.

Pengangkatan tenaga Dokter menjadi CPNS dilakukan sampai
dengan Tahun Anggaran 2014.
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B. Persyaratan

1. Persyaratan pengangkatan Dokter menjadi CPNS dilakukan setelah
melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan tanpa
memperhatikan masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau
masa kerja sebagai tenaga honorer, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun pada
1 Januari 2006; dan

b. bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah
terpencil, daerah tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak
diminati paling singkat 5 (lima) tahun.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan didaerah terpencil, tertinggal,
perbatasan, atau yang tidak diminati ditetapkan oleh Gubernur,
Bupati/Walikota setempat berdasarkan kriteria yang diatur oleh
Menteri Kesehatan.

C. Pengumuman

1. PPK Pusat/Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan
kebutuhan tenaga Dokter yang diperlukan pada fasilitas pelayanan
kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, perbatasan atau
tempat yang tidak diminati untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

2. Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1, dicantumkan
kriteria tenaga Dokter yang dapat diangkat menjadi CPNS, sebagai
berikut:

a. berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan

b. bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah
terpencil, daerah tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak
diminati paling singkat 5 (lima) tahun.

3. Selain kriteria tenaga Dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2,
pengumuman tersebut juga mencantumkan keterangan yang antara
lain memuat:

a. jumlah dan jenis tenaga Dokter yang dibutuhkan; dan
b.tempat dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang akan
ditempati.

4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan
melalui media yang tersedia, antara lain website instansi, surat
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kabar lokal, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang
memungkinkan.

D. Prosedur

1. PPK Pusat/Daerah mengajukan permohonan alokasi formasi khusus
tenaga Dokter kepada Menteri PAN dan RB yang tembusannya
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka
1, paling kurang memuat:

a. Nama, tempat, dan tipe fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah;

b. Jumlah tenaga Dokter yang ada; dan
c. Jumlah tenaga Dokter yang dibutuhkan.

3. Menteri PAN dan RB menetapkan alokasi formasi khusus kebutuhan
Dokter, setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1
dengan melampirkan formulir yang dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-j yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.

5. Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat lain yang ditunjuk
melakukan seleksi administrasi tenaga Dokter yang memenuhi
persyaratan.

V. PENGANGKATAN TENAGA AHLI TERTENTU/KHUSUS MENJADI CPNS
1. Tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh Negara tetapi tidak
tersedia atau tersedia tetapi jumlahnya sangat terbatas di kalangan PNS
dapat diangkat menjadi CPNS oleh Presiden, dengan kriteria:
a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan

b. telah mengabdi kepada negara paling kurang 1 (satu) tahun pada
Januari 2006.

2. Pengangkatan tenaga ahli tertentu/khusus tersebut ditetapkan dengan
Keputusan Presiden atas persetujuan prinsip Menteri PAN dan RB
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

3. Pengangkatan tenaga ahli tertentu/khusus tersebut dilakukan sampai
dengan Tahun Anggaran 2014.
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4. PPK mengusulkan kepada Presiden untuk tenaga ahli tertentu/khusus
yang akan diangkat menjadi CPNS dan tembusannya disampaikan
kepada Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Dalam usulan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4, paling kurang
memuat:

a. nama jabatan yang akan diduduki oleh tenaga ahli tertentu/ khusus;

b. kualifikasi keahlian yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan
tersebut;

c. pengalaman yang dimiliki oleh tenaga ahli tertentu/khusus tersebut;
dan

d. pernyataan bahwa tidak tersedia atau tersedia tetapi jumlahnya
sangat terbatas dikalangan PNS untuk menduduki jabatan tersebut.

6. Berdasarkan usulan PPK Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 5,
maka:

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis
kepada Menteri PAN dan RB, yang menyebutkan, bahwa berdasarkan
data kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Negara, tenaga ahli
tertentu/khusus yang diusulkan tidak tersedia atau tersedia tetapi
jumlahnya masih sangat terbatas di kalangan PNS;

b. Menteri PAN dan RB menentukan persetujuan prinsip didasarkan
pada pertimbangan bahwa tenaga ahli tertentu/khusus yang
diusulkan memenuhi kriteria sebagai tenaga ahli tertentu/khusus
yang dibutuhkan oleh negara;

c. Dalam persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf b,
telah disiapkan formasi tenaga ahli tertentu/khusus, apabila Presiden
menyetujui pengangkatan yang bersangkutan menjadi CPNS;

d. Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan NIP tenaga abhli
tertentu/khusus, apabila Presiden menyetujui pengangkatan yang
bersangkutan menjadi CPNS; dan

e. Presiden menetapkan keputusan pengangkatan tenaga ahli tertentu/
khusus menjadi CPNS.

VI. TATA CARA PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS

A. Pemanggilan
1. Pemberitahuan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) atau
tenaga honorer yang dinyatakan Ilulus ujian dan diterima,
disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling lambat 5
(ima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam
pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang
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harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan jadwal
kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat
yang ditentukan.

Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi tenaga honorer
yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari
kerja sejak tanggal pengiriman surat tercatat.

Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran
pengangkatan CPNS, harus memperhitungkan letak geografis,
alamat yang dituju, dan ketersediaan waktu untuk paling lama
6 (enam) hari kalender.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 2
dan angka 3 di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat
melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan
dianggap tidak memenuhi syarat.

B. Persyaratan Administrasi.
Setiap tenaga honorer dan Dokter yang dinyatakan lulus dan diterima
dan/atau memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS wajib
mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri
dengan tinta hitam, ditujukan kepada PPK disertai dengan:

1.

fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang
ditetapkan. Khusus bagi tenaga honorer yang dibiayai atau tidak
dibiayai APBN/APBD, ijazah/STTB yang dilampirkan berdasarkan
ijazah/STTB yang sesuai dengan data hasil verifikasi dan validasi,
kecuali untuk jabatan guru;

pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan
menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;

fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan
terakhir sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II;

daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai
huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto
ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan oleh
pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman
pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga
honorer;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI;
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Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik

tidak berarti tidak sehat jasmani);

Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan

kesehatan pemerintah;

Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang

formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional

bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang :

a. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai
Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;

c. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai
Negeri;

d. Dbersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau
negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan

e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

C. Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang
dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan:

1.

2.

Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai
Jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;

Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dilakukan oleh
pimpinan satuan kerja dimana tenaga honorer bekerja, yang
selanjutnya disampaikan secara kolektif dengan surat pengantar
kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi yang
bersangkutan, disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf B
angka 1 sampai dengan angka 8, ditambah dengan surat pernyataan
yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya
oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat
eselon Il, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

a. sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus;
dan

b. selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi
yang baik serta integritas yang tinggi;
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Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran |-k yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/BKD instansi yang bersangkutan
atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan
berkas persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, mengenai:

a.

Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta
hitam, sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh
yang bersangkutan;

. Keabsahan keputusan pengangkatan pertama sampai dengan

yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau
pejabat lain dalam pemerintahan. Apabila keputusan tenaga
honorer tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural paling
rendah eselon Il pada unit kerja dan/atau pejabat eselon Il yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian mengesahkan foto kopi
keputusan tersebut;

Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oleh atasan
langsungnya yang disahkan paling rendah pejabat struktural
eselon Il di lingkungan unit kerjanya, yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan:

1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus
menerus.

2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi
yang baik serta integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara ini.

Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan,
antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan
ijazah, surat pernyataan, surat keputusan pengangkatan pertama
sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer, bukti
pengalaman kerja, dan sebagainya;

Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah yang
dimiliki harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:

1) ljazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari
Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yang
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diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang
telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin
penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang
menyelenggarakan pendidikan.

2) ljazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah

berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
184/ U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di
Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggara-
kan pendidikan, harus melampirkan surat keterangan/
pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi.
Surat keterangan/pernyataan tersebut menyatakan bahwa
fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin
penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang
menyelenggarakan pendidikan, dengan menyebutkan nomor
dan tanggal Keputusannya.

3) ljazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar
negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian ljazah Luar Negeri Kementerian yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

4) Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yang
bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal
lahir pada berkas lainnya.

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter
Pemerintah (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani);

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI;

h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah;

Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1)
sampai dengan angka 8) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan
tidak dapat diusulkan permintaan NIP-nya.
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4. Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat
dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap
diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan:

a. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi
disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP.

b. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi
dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan unit
kerjanya disertai dengan alasan yang sah.

c. Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan
kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada
yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan
disertai batas waktu yang ditentukan.

5. Tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian
mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK segera melaporkan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat
pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan
meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat.

6. Untuk menggantikan tenaga honorer yang mengundurkan diri atau
meninggal dunia, PPK mengambil nama tenaga honorer urutan
selanjutnya dari peringkat tertinggi TKB sesuai lowongan formasi
jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK serta diumumkan
kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar lokal, dan
papan pengumuman atau media lain yang tersedia.

7. Keputusan PPK terhadap pengganti tenaga honorer yang
mengundurkan diri atau meninggal dunia disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara.

D. Penyampaian Usul Penetapan NIP

1. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas
persyaratan administrasi tenaga honorer, menyampaikan usul
permintaan NIP CPNS dengan surat pengantar beserta daftar
nominatifnya secara kolektif rangkap 5 (lima) kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran |-l dan Anak Lampiran I-m yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, dengan melampirkan:
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4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS yang dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
I-n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan tanda tangan asli
oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dan
dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan
NIP CPNS ditempelkan pasfoto 3 x 4 cm;

. 1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan

Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang
bersangkutan;

1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan
kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan
sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah
ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran
I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-
d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi
tentang:

1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon
Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawali
swasta;

3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai
Negeri;

4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia
atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI;

. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; dan

. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah.
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2. Surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan yang
terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK atau pejabat
lain dalam pemerintahan. Apabila surat keputusan tenaga honorer
tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural paling rendah eselon
Il pada unit kerja dan/atau pejabat eselon 1l yang bertanggung jawab
dalam bidang kepegawaian mengesahkan fotokopi surat keputusan
tersebut. Pengesahan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat eselon
Il yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian,
apabila lowongan formasi yang akan diisi lebih dari 2.500.

3. Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta
disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk
paling rendah pejabat eselon IlI, yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan:

1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus.

2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi
yang baik serta integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran |-k yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

4. Khusus bagi tenaga Dokter yang telah atau sedang melaksanakan
tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada
unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, dan bersedia
ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan daerah terpencil atau
tertinggal paling kurang 5 (lima) tahun, harus dilampirkan surat
pernyataan di atas kertas segel atau kertas bermaterai, dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-o
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini.

5. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi
yang memiliki pengalaman kerja.

6. Daftar kelulusan TKD dan TKB untuk tenaga honorer yang tidak
dibiayai APBN/APBD.

7. Daftar nominatif tenaga honorer yang ditetapkan oleh PPK yang
bersangkutan, harus sesuai dengan daftar nama tenaga honorer
yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang
akan diangkat menjadi CPNS untuk mengisi formasi tahun anggaran
yang bersangkutan.
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E. Penetapan NIP
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk
memeriksa data tenaga honorer yang diusulkan penetapan NIP-nya
oleh PPK sebagai berikut:

1) tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD:
a) mencocokan data tenaga honorer dengan database Badan
Kepegawaian Negara; dan
b) mengecek kesesuaian antara data tenaga honorer dengan
formasi tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN
dan RB.

2) tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD:
a) mencocokan data tenaga honorer dengan daftar tenaga honorer
yang telah diuji publik;
b) mencocokan data tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKD;
c) mencocokan data tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKB;
dan
d) mengecek kesesuaian antara data tenaga honorer dengan
formasi tenaga honorer yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN
dan RB.
2. Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian
terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi, meliputi:

a. Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta
hitam, sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh
yang bersangkutan; dan

b. Keabsahan surat keputusan pengangkatan pertama sampai
dengan yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh PPK
atau pejabat lain dalam pemerintahan. Apabila surat keputusan
tenaga honorer tersebut dianggap sah, maka pejabat struktural
paling rendah eselon Il pada unit kerja dan/atau pejabat eselon 1l
yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian mengesahkan
fotokopi surat keputusan tersebut. Pengesahan tersebut dapat
dilakukan oleh eselon IlIl yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang kepegawaian, apabila lowongan formasi yang akan
diisi lebih dari 2.500.

c. Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oleh atasan
langsungnya yang disahkan paling rendah pejabat eselon 1l di
lingkungan unit Kkerjanya, yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan:
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1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus
menerus.

2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi
yang baik serta integritas yang tinggi.

Surat pernyataan tersebut harus sesuai dengan contoh

sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini.

d. Kualifikasi pendidikan/STTB/ljazah yang dimiliki harus sesuai
dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:

1) ljazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari
Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yang
diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang
telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin
penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan, atau pejabat lain yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggara-
kan pendidikan.

2) ljazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah
berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di
Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus
melampirkan surat keterangan/pernyataan dari pimpinan
perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan
yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menyebut-
kan nomor dan tanggal Keputusannya.

3) ljazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri
harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian
ljazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

e. Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yang
bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir
pada berkas lainnya.

f. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan,
antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan
ijazah, surat pernyataan, surat keputusan pengangkatan pertama
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sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer, bukti pengalaman
kerja, dan sebagainya.

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI;

h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;

i. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah;

Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP dari
instansi pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) administrasi,
ditetapkan NIP-nya.

b.Usul penetapan NIP yang bahannya tidak Ilengkap (BTL),
dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang
bersangkutan untuk dilengkapi.

c. Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS),
dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang
bersangkutan disertai dengan alasannya.

Bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD yang
dinyatakan TMS dapat diganti dengan mengambil nama tenaga
honorer urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi TKB sesuai
lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK
serta diumumkan kepada masyarakat melalui website instansi, surat
kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia.

F. Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS

1

. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan administratif diberikan

NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

.PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP

dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan keputusan
pengangkatan CPNS paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja
setelah diterimanya NIP.

.Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia,

penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:

a. bagi yang telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan
keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, PPK segera
melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau
surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/ Kepala
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Desa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

b. jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan keputusan
pengangkatan CPNS dan belum/telah melaksanakan tugas, maka
ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai
CPNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat
lain yang dipandang perlu.

. Keputusan pengangkatan CPNS sebagaimana dimaksud pada angka

2, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan
tembusannya kepada Kepala BKN, Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain
sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 25 (dua puluh
lima) hari kerja sejak ditetapkan.

.CPNS vyang telah menerima keputusan pengangkatan CPNS

sebagaimana dimaksud pada angka 4, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah diterimanya keputusan tersebut harus melapor
kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan
tugas. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak
melapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
sebagai CPNS, kecuali bukan karena kesalahannya.

.Formasi tenaga honorer yang telah ditetapkan NIP-nya tidak dapat

digantikan dengan tenaga honorer yang lain.

.Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD menjadi

CPNS untuk formasi Tahun Anggaran 2012 ditetapkan pada tahun
anggaran berjalan.

G. Penugasan/Penempatan

1.

2.

CPNS ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan
sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS, vyang
bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan
melaksanakan tugasnya.

. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala

Kantor Satuan Unit Organisasi paling lambat 60 (enam puluh) hari
kalender setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan
tugas.
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4. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan
keputusan pengangkatan menjadi CPNS.

H. Pembayaran Gaji CPNS

1. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara
nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT.

2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, gajinya dibayarkan pada
bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1
bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya
dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan
mulai bulan itu juga.

3. Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1
bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai
bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.

VIl. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Tim Pengawas Nasional Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
melakukan pengawasan dan pengendalian pengangkatan tenaga honorer
menjadi CPNS mempunyai tugas antara lain:

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer
menjadi CPNS, mulai dari proses pengumuman, pelamaran,
pelaksanaan ujian, pengolahan LJK, penetapan pengumuman hasil
ujian, proses penetapan NIP, dan penempatan pegawai;

b. Menjamin pelaksanaan pengawasan pengangkatan tenaga honorer
menjadi CPNS berlangsung secara objektif, transparan, bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya;

c. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS kepada Tim Pengarah;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tim
Pengawas Nasional Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) baik
Pusat maupun Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota.

3. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1,
antara lain dilakukan melalui pengawasan/pemantauan terhadap:
a. Rencana dan persiapan, meliputi kegiatan:

1) Melakukan pengawasan terhadap penetapan nama-nama tenaga
honorer yang akan diangkat menjadi CPNS berdasarkan masa
kerja dan usia dalam database;

2) Mengawasi/memantau pengumuman penerimaan CPNS; dan
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3) Mengawasi/memantau kesiapan penyediaan soal ujian, formulir
LJK, pendistribusian soal, dan pengamanannya.

b. Seleksi, meliputi kegiatan:
1) Melakukan pengawasan/pemantauan terhadap pelaksanaan
seleksi administrasi;

2) Melakukan pengawasan/pemantauan terhadap pelaksanaan TKD
dan TKB;

3) Mengawasi/memantau distribusi soal dan formulir LJK dari
Panitia Seleksi kepada pengawas ujian;

4) Mengawasi/memantau penyampaian kembali jumlah LJK hasil
ujian dan mencocokkan dengan daftar hadir peserta ujian;

5) Mengawasi/memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal
ujian dan formulir LIK yang tidak digunakan serta pemusnahan
sisa soal ujian dan soal yang telah dipergunakan; dan

6) Mengawasi/memantau pengolahan LJIK hasil ujian

c. Penetapan kelulusan dan pengumuman hasil seleksi, meliputi
kegiatan:
1) Mengawasi/memantau LJK hasil ujian dan pengamanannya;
2) Mengawasi/memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan
LJK hasil ujian; dan
3) Evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan LJK hasil ujian dengan
keputusan penetapan kelulusan peserta ujian.

4. Penetapan NIP, meliputi kegiatan mengawasi/memantau penyampaian
nota persetujuan penetapan NIP kepada PPK.

5. Pengangkatan CPNS, meliputi pemantauan penetapan keputusan CPNS
dan penyerahannya kepada yang bersangkutan.

6. Informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksa-
naan seleksi penerimaan CPNS.

7. Melakukan tindakan administratif, apabila terjadi penyimpangan dalam
proses pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.
VIIl. PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelengaraan pengadaan CPNS dari tenaga honorer bagi
instansi pusat dibebankan pada APBN yang melekat pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing instansi pusat.
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2. Biaya penyelengaraan pengadaan CPNS dari tenaga honorer bagi
instansi daerah dibebankan pada APBD masing-masing instansi daerah.
IX. EVALUASI
1. Instansi Pusat dan Daerah membuat laporan kegiatan mulai
perencanaan dan persiapan, seleksi administrasi sampai dengan
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi

CPNS digunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan
pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

X. PENUTUP

1.

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO
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ANAK LAMPIRAN I-a

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
MASTER SOAL UJIAN DAN DOKUMEN LAINNYA

Pada hari ini ..., tanggal .o ,  bertempat
.................................................... telah berlangsung serah terima master soal ujian dan dokumen lainnya, antara :
Nama

NIP

Jabatan

Instansi

Alamat Kantor
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Tim Pelaksana Nasional/Konsorsium) dengan :
Nama
NIP

Jabatan L e e e e
Instansi L e e e e

Alamat Kantor L e e e e e e

di

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Pejabat Pembina Kepegawaian/Ketua Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi

Pusat/Provinsi/Kab/Kota *) ....................
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA master soal ujian dan dokumen lainnya berupa :
1. Soal ujian, yang terdiri dari :

a. Tes Kompetensi Dasar (TKD) sejumlah Amplop ( ..... Set)

b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
2. Dokumen lainnya :

B e s

D

G et e

PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA sejumlah sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Cat:
*)  Coret yang tidak perlu.
**)  Saksi adalah Pejabat/Pimpinan dari unsur pengawasan.
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ANAK LAMPIRAN I-b

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KARTU/TANDA PESERTA UJIAN CPNS TAHUN .................

Nama

Alamat s

Instansi yang dilamar P *) ‘ ‘ ‘ ‘ Kode

Nomor Peserta : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Nama Jabatan yang dilamar : ...................ooe. *%) ‘ ‘ ‘ ‘ Kode

i - ) _—
iir(;]:ng/Strata Pendidikan Pelamar : :l e e YR
Hari/tanggal D e /o,
Tempat Tes e YRR I:I:l Kode
Waktu > Pukul ....... s/d selesai

Tim Pengadaan CPNS Tahun ....

pas foto Kementerian/LPNK/Prov/
peserta Kab/Kota *****) .. .........
3x4

Catatan :

Saat pelaksanaan pengisian/ujian harap membawa :

1. pensil 2B asli

2. penghapus NIP. ...
3. rautan/penajam pensil

4. alas tulis

*) Tulislah Instansi yang dilamar
**) Tulislah nama jabatan yang dilamar
***) Tulislah jenjang/strata pendidikan pelamar
****%) Tulislah tempat tes

***x*¥) Tulislah tahun dan nama Kementerian/LPNK/Prov/Kab/Kota serta coret yang tidak
perlu
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ANAK LAMPIRAN I-c

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR HADIR UJIAN CPNS TAHUN ............

Kementerian/LPNK/Prov/Kab/Kota *) : ..........cccc....... Kode Soal P

Tempat Tes s Ruang

Pengisian Mata Ujian

No.
Urut Nomor Peserta Nama Peserta Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
dst. Dst.
Petunjuk : 1. Peserta yang tidak hadir, naskah isian/soal ujian dan LJK-nya tidak diberikan
2. Pengawas ruang memeriksa Nomor dan Nama Peserta sesuai dengan kartu peserta ujian
3. Pengawas ruang menyilang Nama Peserta yang tidak hadir pada kolom tanda tangan
Jumlah Peserta yang Seharusnya Hadir
Jumlah Peserta yang Hadir
Jumlah Peserta yang Tidak Hadir

Ket:

.. 20...

PENGAWAS 1, PENGAWAS 2,

Daftar hadir dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 untuk masing-masing Panitia Ujian Instansi, lembar 2 untuk Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi ybs
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ANAK LAMPIRAN I-d

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SOAL UJIAN DAN FORMULIR LEMBAR JAWABAN KOMPUTER
CPNS TAHUN .............

Pada hari ini ..., tanggal ... , bertempat di ..., telah
berlangsung serah terima dalam rangka persiapan bahan seleksi CPNS Tahun ............. antara :

Nama
NIP
Jabatan
Instansi

Alamat Kantor
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Sub Tim Seleksi Administrasi Instansi Pusat/Prov/Kab/Kota*)

NIP
Jabatan L e e e e
Instansi L e e e e
Alamat Kantor S PP PPN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (dalam hal ini Sub Tim Pelaksanaan Ujian Instansi Pusat/Prov/Kab/Kota *)
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bahan seleksi CPNS yang terdiri dari :
3. Naskah Soal ujian dan formulir LIK, terdiri dari :
a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

1) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ......... Amplop ( .......... Set)
2) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ......... Amplop ( .......... Set)
3) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ......... Amplop ( .......... Set)
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( .......... Set)

4. Naskah penunjang ujian berupa :
Pedoman panitia Ujian;
Formulir Daftar Hadir Peserta Ujian;
Formulir Berita Acara Pelaksanaan Ujian;
Petunjuk mengerjakan ujian; dan
e. Tata Tertib Peserta Ujian;
PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA.
Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a0 oep

*)  Coret yang tidak perlu.
**) Saksi adalah pimpinan Inspektorat pada instansi yang bersangkutan.
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10.

11.

ANAK LAMPIRAN I-e

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA TERTIB PESERTA UJIAN
CPNS TAHUN .............

Peserta wajib membawa Tanda Peserta Ujian serta menunjukkannya kepada panitia.
Peserta harus duduk pada tempat yang telah ditentukan.
Peserta menerima soal-soal ujian dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari panitia.

Peserta wajib menggunakan pensil 2B (asli) dalam mengisi formulir LIK, dan menggunakan karet
penghapus untuk memperbaiki/menghapus jawaban apabila dianggap salah.

Peserta harus mencantumkan Nomor Peserta dan Nama pada LJK.

Peserta dilarang:

a. membawa buku, kalkulator, alat komunikasi atau alat lainnya yang dapat mengganggu ketenangan
pengisian ujian kecuali pensil 2B, rautan, alas tulis, dan penghapus;

b. membawa senjata api/tajam atau sejenisnya, selama mengikuti ujian;
c. bertanya/berbicara dengan sesama peserta;

d. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada orang lain tanpa seizin panitia, selama mengerjakan
soal ujian;

e. keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia ujian; dan

f. merokok dalam ruangan ujian.

Peserta wajib:
a. mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu;
b. menandatangani LIK di tempat yang telah disediakan; dan

c. mengisi daftar hadir peserta yang telah disediakan.

Peserta yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah dimulainya ujian, tidak diperbolehkan
mengikuti ujian.

Peserta diperbolehkan menjawab soal ujian setelah mendapat perintah dari panitia.

Peserta harus menjawab soal ujian pada LIK dengan pensil 2B dan tidak diperkenankan melakukan
coretan-coretan pada lembar ujian maupun LJIK.

Peserta yang telah selesai menjawab soal ujian sebelum waktu ujian usai, dapat meninggalkan tempat
setelah menyerahkan soal ujian dan LIK kepada panitia.

Panitia
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ANAK LAMPIRAN I[-f

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SOAL UJIAN, LEMBAR JAWABAN KOMPUTER HASIL UJIAN
DAN SISA SOAL UJIAN CPNS TAHUN ................

Pada hari ini ..., tanggal ... , bertempat di ..., telah
berlangsung serah terima Soal Ujian ,Lembar Jawaban Komputer hasil ujian dan Sisa Soal Ujian CPNS Tahun ........
antara :
Nama

NIP
Jabatan
Instansi

Alamat Kantor 1 o e
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Sub Tim Pelaksanaan Ujian Instansi Pusat/Prov/Kab/Kota *)
............................. ) dengan :

NIP
Jabatan e
Instansi L e e e e
Alamat Kantor 1 o e
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (dalam hal ini Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri/Tim Pelaksana Ujian Instansi
Pusat/Prov*) ........ocoveevivininnens
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Lembar Jawaban Komputer hasil ujian CPNS kepada PIHAK KEDUA vyang terdiri
dari :
1. Soal ujian, yang terdiri atas:

a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

1) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ......... Amplop ( Set)
2) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
3) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( Set)
2. LIKuntuk:
a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
1) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
2) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
3) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ......... Amplop ( Set)
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( Set)
3. Sisa Soal ujian, yang terdiri atas:
a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
1) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ............. Set
2) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ............. Set
3) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ............. Set
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ............. Set

4. Naskah penunjang ujian berupa :
a. Daftar Hadir Peserta Ujian;
b. Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA.
Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

SAKSI | SAKSI 11

(ot Y5 (oo, )

*) Coret yang tidak perlu.
**) Saksi adalah Inspektorat pada Instansi yang bersangkutan.
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ANAK LAMPIRAN I-g

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN
CPNS TAHUN ....

1. Hari/tanggal e e et et e et et e e e eeeeee et e eeneenee e ae e eeaee e e e
2. Waktu PPN
3. Mata Ujian L e et e e e e e e e ea e ee e ee e e e ea e en ee e ee eea e en e e e e e nee tan e an e e e
4. Tempat/ruang L e et e e ee e ee e e ea e ee e ee e ee e e e ea e e e ee e ea e en e e e eeaee tan e e
5. Unit Kerja Penyelenggara L e e et e e e e e e et e ee e ee e e eee e ee e e e e eee e en s e e aae ten e en e an e e s
6. Jumlah Peserta L orang

a. Peserta yang hadir P orang

b. Peserta yang tidak hadir : ............cooii i orang

7. Naskah Soal

a. Jumlah Naskah Soal yang tersedia PP naskah
b. Jumlah Naskah Soal yang digunakan ... naskah
C. Jumlah Naskah Soal yang rusak PP naskah

8. Pelaksanaan Ujian, hal-hal yang perlu dilaporkan:

Pengawas |, Pengawas I,
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ANAK LAMPIRAN I-h

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PESERTA TES YANG MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS (PASSING GRADE)

Instansi/ Provinsi *) s
Instansi Penyelenggara : Kabupaten/Kota *) ................

NO. NAMA NO. PESERTA | TGL. LAHIR NILAI
1. HXXXXXXX XXX XXX XX XXX 999999999 99-99-99 99
2.

3.
4.
5.
dst

Jenis Formasi @ **) ...
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Jenis Formasi @ **) ...
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Jenis Formasi @ **) ...
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri,
(e e ee e e e )

Catatan : *) coret yang tidak perlu

**) tulislah jenis masing-masing formasi
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ANAK LAMPIRAN I-i

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PERINGKAT NILAI SELURUH PESERTA TES

Instansi/ Provinsi *) R
Instansi Penyelenggara : Kabupaten/Kota *) ................
Jenis Formasi T

NAMA NO. PESERTA | TGL. LAHIR NILAI

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999999 99-99-99 99

PRk |e z
w[N|R|O|©|®|N|O|9H WM P

dst

Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri,

Catatan . *) coret yang tidak perlu
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MPETUNJUK PENGISIAN

FORMULIE RERAPITULASI TENAGHA KIGSEHATAN PAIIA RUMAIE SAKTT

MM OHR -
R LAJUERE URATAN
LRUT

I Bl
Fada pojok ldri atas dituls jumlah Bumah Salhgt Umum Dacrah

1 - clan Humal Sakit Khusus MDuaoerab yange ada i wilayah
Fomerinlahan Daerah lersebul

2 1 Culiup jelas
Tulislah Mama Bumah Sokit milik pemeerintady vang ada beserla
lipe Rumah Sakit tersebut. Kemudian dap viap Humal Salade

3 2 ditulis juliian Tenapa Wesehatan vang ada, apabila masih ada
namma jabalan yang elum tercantum dan dibetuhloan agar
cditambahkan
Tulislaly jumlal tonsaga loescluatan vang @ds sebapaimana

4 3 ) -
dimalisud lajur 2

_ | Tulislab jumlah kebniuban tenaga kesehatan per jabatan

- sebngaimana yang dimakesud di lajur 2
Tulislal jumlal kelwranpgan Aleelobnbian tenmpy kesehatan per

f1 a jobaton sebagaimana dimalesed di Lgjur 2, uniuk menumiukkan
kekurangan ditandai dengar mengmanakan toowcl minus (-]

- P Tulislah jumladz cenaga keschaltan yang mengjabal sebagaimana

! . riimsksid lajur 2 vang memisEpat balas usia pension

A 7 Tulislah ketcrangan yang dianggap perlu dijelaskan
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PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIE REEAFITULASI TENAGA KESEHATAN PADA PUISKESMAS

HNOMOR .
SRS LAIUR UEALAMN
LEL]
1 z
| Pada pojol kiri atas ditulis jumlah [Pasktcsmas bordasarlan
Jjeris vany Jda di wilayah Pemeriniahan Daerah tersehot
2 L Cualmap jelas
iTulislah Jenis Puslcesmas vanyg ada, kemodian At ubis jJabalan
3 5 Tonaga Woeschalan vanyg ada per jenis Paskesmas, apalila
) - ‘masih sda nama jabisian pang eluam tercaniium dan
dlibutuhloan apar ditambahloan
: S —
1
2 3 ‘Tulislah jumnlab sarana kesehatan vang ada sebagalmana
| jjenis puskesmas vang dimodisud dalam lajur 2
5 | Tulislah jumlan tenaga keschatan vang ada schagaimans
) dimaksud lajur 2
o . Tulislah jumlah kebuluban (enaes kesehalao per jalmtan
b . . L :
sehapaunana vang dimaksund i lajpae 2
Tulislalh jumlah kelenrangan fleclebilhian tenagas kesclatan poer
- 5 Jatatan schagaimana dimabkesud di lajur 2, uniale
! moenuryuldcan leliurangan dhlanda denpan mengeonakan
lamla minns -]
& 2 Tulislah jurmlah tenaga kesehatan yang mencapa batos usin
. ponsiun schagnimana dimaksud dalam lajur 2
Q b Tulisluh kelerangan vang diangsap perln dijelaslean
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ANAK LAMPIRAN I-k

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP
Jabatan *)

Unit Organisasi
Instansi

dengan ini menyatakan bahwa Saudara :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Pendidikan/Jurusan

Unit Kerja

Alamat

1. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer mulai tanggal ................... sampai dengan
saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah terus menerus.

2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin
serta mempunyai integritas yang tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini
ternyata tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan
dituntut di muka pengadilan.

Disahkan
kebenarannya oleh Yang membuat pernyataan,

.................................. %)

*) Tulislah jabatan atasan langsung dari tenaga honorer dimaksud.

**) Tulislah nama jabatan atasan dari pejabat yang membuat surat pernyataan, sekurang-
kurangnya pejabat struktural eselon II.
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ANAK LAMPIRAN I-|

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor PP

Sifat e

Lampiran : ......... Berkas

Perihal : Usul Penetapan NIP A.n ......................... dkk (... orang)
Kepada Yth.

Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional .... BKN

di

. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada

tambahan formasi Tahun .... yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Gubernur/Bupati/
Walikota..........cocevvenennnnn. sebagaimana terlampir.

. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan telah

memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan penetapan NIP.

. Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota
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ANAK LAMPIRAN I-m

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lampiran Surat ...
Nomor T
Tanggal T

DAFTAR USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

TEMPAT TGL GOL. FORMASI UNIT
NO NAMA LAHIR LAHIR PENDIDIKAN RUANG JABATAN KERJA *)
1 2 3 4 5 6 7 8

*)Unit kerja terkecil sesuai formasi

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota
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ANAK LAMPIRAN I-n

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pas Foto
3x4

USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT/DAERAH
NOMOR:

INSTANSI

DITERIMA TANGGAL :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pria/Wanita

Status Perkawinan

Agama

Status Kepegawaian

ljazah/STTB

No Tgl.

Golongan Ruang

Masa Kerja Golongan

Tahun Bulan

Gaji Pokok

80% x Rp

Jabatan

Unit Kerja

Surat Keterangan Sehat

Tgl.

Dokter

Surat Keterangan Tidak
Mengkonsumsi/Menggunakan
Napza

No.

Tgl.

Surat
Kepolisian

Keterangan Catatan

No.

Tgl.

NIP

Berlaku TMT

Kantor Bayar

Pengalaman
Masa Kerja

Mulai dan sampai
(Tgl. Bln, & Tahun)

Jumlah o
Dinilai

Jumlah

Tahun | Bulan

Tahun

Bulan

Jumlah
seluruhnya

Catatan:

Diisi petugas instansi
pengusul

Catatan Penggunaan
Lowongan Formasi

Tahun Anggaran ......
Jabatan :

Jumlah
Digunakan

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota
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ANAK LAMPIRAN I-0

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN
DAN MELAKSANAKAN TUGAS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH
TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN, ATAU TEMPAT YANG TIDAK DIMINATI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Pendidikan/Jurusan

Alamat

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diterima
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, saya bersedia ditempatkan dan
melaksanakan tugas di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil,
tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati yang ditentukan
Pemerintah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Materai
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LAMPIRAN Il

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM

PENDAHULUAN
A. UMUM

1.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dari pelamar umum dilakukan berdasarkan kebutuhan
organisasi untuk mengisi formasi yang lowong.

Pengadaan CPNS harus dilaksanakan secara obyektif dan transparan,
berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.
Dalam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang berkualitas di instansi pusat maupun daerah dilakukan Tes
Kompetensi Dasar (TKD) bagi semua pelamar.

Di samping TKD sebagaimana dimaksud dalam angka 3, instansi pusat
dan daerah dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai
dengan kebutuhan jabatan masing-masing instansi.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan CPNS dari pelamar umum mengatur mulai dari
perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan
kelulusan, permintaan Nomor lIdentitas Pegawai Negeri Sipil, sampai
dengan pengangkatan menjadi CPNS.

B. TUJUAN
Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan
pejabat lain yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dalam melaksanakan pengadaan CPNS, untuk:

1.

2.

Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral,
dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan
diduduki.

Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).
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C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dari pelamar
umum, meliputi:

1. Pengadaan CPNS.

Pengangkatan Menjadi CPNS.

Pengawasan dan Pengendalian.

Pembiayaan.

Evaluasi.

o ks N

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud
dengan:

1. Pengadaan CPNS adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong
dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan,
penetapan kelulusan, permintaan Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil
(NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.

2. Instansi Pemerintah adalah:

a. Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan
Peraturan Presiden dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara
dan reformasi birokrasi.

b. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat
daerahnya ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan
pedoman yang diatur dalam peraturan pemerintah.

E. PRINSIP PENGADAAN CPNS
Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan
kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai
keadaan yang sesungguhnya.

2. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan
ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan
dilaksanakan secara terbuka.

3. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan
penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu
(passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.
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4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapat
dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.

5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses
pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN.

6. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh
membedakan pelamar berdasar suku, agama,ras, jenis kelamin, dan
golongan.

7. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya
apapun dalam proses pengadaan CPNS.

8. Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhan
organisasi.

9. Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan
biaya seminimal mungkin.

Il. PENGADAAN CPNS
A. Perencanaan dan Persiapan Pengangkatan CPNS
1. Umum

Pengadaan CPNS pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan ketentuan

pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, kecuali :

a. Penyiapan dan pengolahan materi ujian dilakukan oleh Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri atau dapat menggunakan Computer Assisted
Test (CAT) apabila infrastruktur, sarana, dan prasarana telah siap
dan tersedia; dan

b. Pengolahan hasil ujian dengan komputer.

2. Pembentukan Tim

a. Untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan CPNS, Menteri PAN
dan RB membentuk Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang terdiri
dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana Nasional, dan Tim Pengawas
Nasional.

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk Tim Pelaksana
Pusat sesuai dengan kebutuhan.

c. PPK dapat membentuk Tim di lingkungan instansi masing-masing.

d. Tim Pelaksana Nasional

1) Tugas Tim Pelaksana Nasional ditetapkan dalam Keputusan
Menteri PAN dan RB.
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2) Tugas Tim Pelaksana Nasional antara lain:

a) Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam
rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan CPNS yang
objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

b) Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengadaan CPNS;

c) Memberi bimbingan seluruh proses pelaksanaan pengadaan
CPNS yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme;

d) Memutuskan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan
CPNS secara nasional;

e) Membantu konsorsium dalam menyampaikan master soal dan
dokumen lainnya kepada PPK Pusat/Provinsi/Tim Pelaksana
Instansi Pusat/Provinsi, disertai berita acara yang dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran
Il-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;.

f) Memantau pelaksanaan scanning LJK yang telah diisi;

g) memantau pelaksanaan proses memasukan kunci jawaban
oleh konsorsium;

h) melakukan korespondensi dan dokumentasi serah terima
berita acara hasil ujian kompetensi CPNS;

i) menjamin pelaksanaan pengadaan CPNS berlangsung secara
objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme; dan

j) melaporkan hasil pelaksaanaan pengadaan CPNS yang objektif,
transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme kepada Tim Pengarah.

3) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara selaku
anggota Tim Pelaksana Pusat melakukan fungsi koordinasi,
monitoring, dan pengawasan bersama-sama dengan Gubernur
atau pejabat lain yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengadaan
CPNS daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

e. Tim Pelaksana Instansi
1) PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim Pelaksana
Instansi, yang diketuai oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
2) Tim Pelaksana Instansi paling kurang terdiri dari:
a) Ketua;
b) Wakil Ketua;
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c) Sekretaris;

d) Sub Tim Seleksi Administrasi;

e) Sub Tim Pelaksanaan Ujian; dan
f) Sub Tim Pemantauan.

3) Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris
Tim ditetapkan oleh PPK.

4) Tim Pelaksana Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dari
pelamar umum di lingkungannya kepada Menteri PAN dan RB
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah pengangkatan menjadi CPNS.

5) Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Seleksi Administrasi, antara
lain:

a) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan
dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang
waktu yang ditetapkan;

b) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;

c) menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian, yang
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran ll-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

d) menyiapkan daftar hadir peserta ujian, yang dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran ll-c
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

e) menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim
Pelaksanaan Ujian;

f) menggandakan soal TKD dan/atau TKB serta LJK sesuai
dengan jumlah peserta ujian yang disampaikan kepada Sub
Tim Pelaksana Ujian, disertai berita acara dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I1-d.

g) menyiapkan tata tertib peserta ujian yang dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran Il-e
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

h) mengumumkan kembali hasil kelulusan TKD yang ditetapkan
oleh Menteri PAN dan RB;

i) menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta
yang dinyatakan lulus TKD untuk mengikuti TKB;
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mengumumkan hasil kelulusan TKB yang ditetapkan oleh PPK;
dan

k) menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta

yang dinyatakan Ilulus untuk melengkapi bahan-bahan
administrasi.

6) Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pelaksanaan Ujian, antara
lain:

a)

melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak
terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan,
pencetakan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap
peserta ujian;

menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari
Sub Tim Seleksi Administrasi;

menerima soal ujian dan formulir Lembar Jawaban Komputer
(LIK) dari Ketua Tim Pelaksana Instansi serta menggandakan
soal ujian sesuai dengan kebutuhan;

menyimpan dan mengamankan soal ujian dan formulir LIK;

memastikan jumlah soal ujian dan formulir LIJK sudah
mencukupi dengan jumlah peserta ujian;

menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
membacakan tata tertib pelaksanaan ujian;

membagikan soal ujian dan formulir LIK kepada peserta;
mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;
mengumpulkan daftar hadir, soal ujian bersama LJK hasil
ujian dari peserta;

memisahkan soal ujian yang telah selesai diujikan dengan LJIK
hasil ujian;

membuat dan menandatangani berita acara yang meliputi:

(1) jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir;

(2) sisa soal ujian; dan

(3) sisa formulir LIK.

m) menyerahkan soal ujian (sisa dan yang sudah digunakan) dan

LIK hasil ujian serta sisa formulir LIK kepada Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri melalui Tim Pelaksana Instansi,
dengan Berita Acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran IlI-f yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.
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7) Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pemantauan, antara lain:

a)

melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian,
antara lain meliputi kegiatan:

(1) memantau penyerahan soal ujian dan formulir LIK dari
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri kepada Tim Pelaksana
Instansi; dan

(2) memantau pengamanan terhadap penyimpanan dan
penggandaan soal ujian, pendistribusian soal ujian, dan
formulir LIK.

melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain
meliputi kegiatan:

(1) memantau penyerahan soal ujian dan formulir LIK dari
Sub Tim Pelaksanaan Ujian kepada petugas atau pengawas
ujian yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa soal
ujian, formulir LIK, dan daftar hadir ujian masih dalam
keadaan tersegel;

(2) memantau penyerahan kembali jumlah LIK hasil ujian dari
Sub Tim Pelaksanaan Ujian kepada Konsorsium Perguruan
Tinggi Negeri melalui Tim Pelaksana Instansi untuk diolah
lebih lanjut dengan memperhatikan kesesuaian antara LIK
hasil ujian dengan daftar hadir peserta ujian;

(3) memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian
dan sisa formulir LIK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana
Instansi sebelum diserahkan ke Konsorsium Perguruan
Tinggi Negeri; dan

(4) memantau pemusnahan sisa naskah soal ujian dan naskah
soal yang telah dipergunakan, serta sisa formulir LIK yang
dilakukan olenh Ketua Tim Pengadaan CPNS Tingkat
Instansi.

melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan

kelulusan berdasarkan hasil ujian, antara lain meliputi
kegiatan:

(1) memantau pengumuman kelulusan TKD dan pelamar
umum yang berhak mengikuti TKB oleh PPK, yang
dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman
kelulusan TKD vyang ditetapkan oleh PPK dengan
pengumuman penetapan kelulusan TKD oleh Menteri PAN
dan RB;

(2) memantau pengumuman penetapan kelulusan TKB yang
dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman
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penetapan kelulusan TKB dengan urutan dari peringkat
tertinggi TKB sesuai dengan jumlah formasi yang
ditetapkan; dan

(3) memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang
dinyatakan lulus dan diterima oleh PPK.

d) membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan
pengadaan CPNS Tingkat Instansi kepada Ketua Tim
Pengadaan CPNS Tingkat Instansi.

f. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Gubernur memiliki tugas antara lain:

1) memberikan arahan, asistensi, dan fasilitasi pelaksanaan
pengadaan CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota;

2) melakukan koordinasi, monitoring, dan pengawasan dalam
pelaksanaan pengadaan CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

3) memfasilitasi antara PPK Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dalam pelaksanaan seleksi
CPNS.

3. Jadwal Kegiatan

a. TKD dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional yang waktu
pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.

b. Waktu pelaksanaan TKB ditetapkan oleh masing-masing PPK,
sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur
selaku Wakil Pemerintah.

4. Pengumuman Penerimaan

a. Pengadaan CPNS dilaksanakan setelah mendapat penetapan formasi
PNS dari pejabat yang berwenang.

b. Pengumuman penerimaan CPNS paling kurang memuat persyaratan
pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu,
alamat lamaran ditujukan kepada PPK instansi yang bersangkutan.

c. Dalam pengumuman harus memuat syarat :

1) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35
(tiga puluh lima) tahun, atau 40 (empat puluh) tahun bagi yang
bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan
hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5
(lima) tahun pada 17 April 2002.
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2) syarat usia pelamar :

a) paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35
(tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran;

b) lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 40
(empat puluh) tahun pada saat pelamaran, bagi yang bekerja
pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum
yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima)
tahun pada 17 April 2002.

3) usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang
tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah yang
digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

d. Pengumuman dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

e. Penerimaan surat lamaran dapat dimulai pada hari ke 5 (lima)
setelah pengumuman dan berakhir 5 (lima) hari setelah selesai
pengumuman.

f. Pengumuman harus menggunakan media yang mudah diketahui
masyarakat luas, antara lain melalui media elektronik (televisi, radio,
internet), media cetak, papan pengumuman dan/atau bentuk lain
yang memungkinkan.

g. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang sesuai dengan
bidang tugas/jabatan

5. Sarana dan Prasarana

a. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus disesuaikan
dengan kebutuhan.

b. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan pengadaan CPNS agar tersedia dengan lengkap.

c. Sarana dan prasarana bagi pelamar penyandang cacat (disabilitas)
harus disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:

1) Tempat pendaftaran khusus bagi penyandang cacat fisik;

2) Petugas pembaca bagi tuna netra.

B. Pelaksanaan Seleksi
1. Pengajuan Lamaran
a. Setiap lamaran harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan

ditandatangani sendiri oleh pelamar, ditujukan kepada PPK, disertai
dengan :
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1) Fotokopi sah ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
yang dibutuhkan;

2) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

3) Bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun
dan mempunyai masa pengabdian pada Instansi pemerintah/
lembaga swasta yang berbadan hukum sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, harus melampirkan fotokopi
sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai
dengan terakhir.

. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;

. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
dalam pengumuman;

. Untuk memudahkan pelayanan dan menghindari interaksi langsung
antara pelamar CPNS dengan tim seleksi, maka lamaran dapat
disampaikan melalui jasa pos atau melalui surat elektronik (surel);

. Untuk memudahkan penerimaan lamaran, tempat penerimaan
lamaran diatur sesuai jenis tenaga dan jenjang pendidikan yang
dilamar.

Setiap instansi Pusat dan Daerah wajib mengakomodasi pelamar
penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan jenis kecacatannya
serta jabatan atau tugas yang akan didudukinya.

. Khusus bagi lulusan terbaik dengan predikat paling kurang cum
laude dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi
dengan peringkat A, untuk mendapat perhatian khusus dalam
penerimaan CPNS.

. Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran dilakukan sesuai dengan
syarat yang ditentukan.

Pemilahan berkas lamaran yang memenuhi syarat dan yang tidak
memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/
kode yang berbeda.

Berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada
yang bersangkutan dengan memberikan alasan pengembaliannya;

. Berkas lamaran yang tidak lengkap, diberitahukan kepada yang
bersangkutan untuk dilengkapi dengan batas waktu sebelum
pelaksanaan ujian.

Lamaran yang memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu
daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi dan
pemberian tanda peserta ujian.
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2. Materi dan Pelaksanaan Ujian

Materi ujian terdiri dari:

a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

1) Umum

a) Materi TKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes

Intelegensi Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi dibuat oleh
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

b) Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menetapkan Standar

Operating Procedure (SOP) penyusunan materi TKD dan LIJK

c) TKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keteram-

pilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan
nasional, regional, dan internasional maupun kemampuan
verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran,
kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat
berprestasi, integritas, dan inisiatif.

d) Dalam penyusunan materi ujian harus tetap dijamin

kerahasiaannya.

e) TKD diikuti oleh semua pelamar umum yang memenuhi

persyaratan yang ditentukan.

f) Tes Wawasan Kebangsaan untuk menilai penguasaan

pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-

nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi :

(1) Pancasila;

(2) Undang Undang Dasar 1945;

(3) Bhineka Tunggal lka; dan

(4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara
Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan

Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global,
kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar).

g) Tes Intelegensi Umum dimaksudkan untuk menilai :

(1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan
informasi secara lisan maupun tulis;

(2) Kemampuan numerik vyaitu kemampuan melakukan
operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara
angka-angka;

(3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan
penalaran secara runtut dan sistematis; dan
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Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai
suatu permasalahan secara sistematik.

h) Tes Karakteristik Pribadi untuk menilai :

(1)
2)

)

~— ~— ~—~ ~~—

)
)
(10)
(11)

(
3
(4
(5
6
(7
8
9

Integritas diri;

Semangat berprestasi;

Orientasi pada pelayanan;

Kemampuan beradaptasi;

Kemampuan mengendalikan diri;

Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
Kemampuan bekerja sama dalam kelompok;
Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain;
Orientasi kepada orang lain; dan

Kreativitas dan inovasi.

2) Penggandaan, Pengepakan, dan Pendistribusian Naskah Soal TKD

a) Penggandaan naskah soal ujian bagi Instansi Pusat/Provinsi/
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Instansi di
masing-masing Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

b) Pengepakan naskah soal ujian baik bagi Instansi Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Pelaksanaan
Instansi di masing-masing Instansi Pusat/Provinsi/Kabu-
paten/Kota.

c) Tata cara pengepakan sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pengepakan naskah soal ujian dikelompokkan menurut

kualifikasi pendidikan.

Naskah soal ujian dan formulir LIK dimasukkan ke dalam

amplop yang masing-masing amplop berisi maksimal 20

set, dengan kelipatan 5, 10, 15, dan 20 naskah soal ujian

dan disegel.

Dalam amplop tersebut, selain berisi naskah soal ujian

juga dilengkapi dengan :

(a) daftar hadir;

b)tata tertib peserta;

c) formulir berita acara pelaksanaan ujian;

d)bahan segel pengaman; dan

e) amplop kosong untuk pengembalian LIK yang telah diisi
oleh peserta ujian.

~ o~~~
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(4) Formulir sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (c)
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran 1l-g yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini;

(5) Amplop yang telah disegel, dibungkus plastik serta
dimasukkan dalam kardus untuk menghindari kerusakan.

d) Pendistribusian naskah soal ujian beserta kelengkapannya
dilakukan oleh Tim Pelaksana Instansi melalui Sub Tim
Pelaksanaan Ujian kepada Petugas/Pengawas Ujian yang ada
di lokasi ujian.

e) Penggandaan, pengepakan, dan pendistribusian soal ujian dan
kunci jawaban harus dijaga kerahasiaan serta keamanannya,
sehingga tidak terjadi kebocoran.

3) Pengumuman TKD

a) Pelaksanaan TKD diumumkan secara luas melalui media yang
tersedia, antara lain website instansi, surat kabar lokal, papan
pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

b) Pengumuman TKD paling kurang memuat:

(1) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian;
(2) alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian;
(3) membawa tanda peserta ujian; dan

(4) kartu identitas.

c) Pengumuman melalui website dan papan pengumuman
dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum
pelaksanaan ujian.

4) Pelaksanaan TKD

a) Pelaksanaan TKD pada Instansi Pusat dan Provinsi/
Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh masing-masing PPK,
sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh
Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

b) TKD harus diikuti oleh seluruh pelamar umum.

c) Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyediakan
tempat yang memadai sehingga memudahkan peserta
penyandang disabilitas (penyandang cacat) mengikuti pelaksa-
naan TKD.

d) Pengawas Ujian harus menjamin ketertiban dan keamanan
pelaksanaan TKD.
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e) Pengawas Ujian mencocokkan tanda peserta ujian dengan
daftar hadir, identitas peserta, dan orang yang bersangkutan.
Peserta ujian yang identitasnya tidak sesuai dengan tanda
peserta ujian, tidak diperkenankan mengikuti TKD.

f) Pengawas Ujian membuka amplop naskah soal ujian yang
bersegel dan membagikan naskah soal ujian beserta formulir
LIK kepada peserta ujian yang harus dilakukan di hadapan
peserta dan dapat disaksikan oleh Sub Tim Pemantauan.

g) Pengawas Ujian wajib membacakan tata tertib pelaksanaan
TKD kepada peserta.

h) Pengawas Ujian mengumpulkan dan menghitung soal ujian
dan LJK hasil ujian, serta memastikan soal ujian dan LJK yang
dibagikan sesuai dengan yang dikumpulkan dari peserta dan
disatukan dengan sisa soal ujian dan sisa formulir LJK,
kemudian memasukkan ke dalam amplop dan disegel, untuk
diserahkan kepada Tim Pelaksana Instansi melalui Sub Tim
Pelaksanaan Ujian.

i) Sub Tim Pelaksanaan Ujian, setelah menerima semua soal
ujian dan LJK termasuk sisa soal dan formulir LJK,
menyerahkan kepada Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri
melalui Tim Pelaksana Instansi disertai dengan berita acara
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran II-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

5) Pengolahan Hasil TKD

a) Untuk menjamin obyektivitas penilaian LJK hasil ujian,
pengolahannya dilakukan dengan komputer.

b) Pengolahan hasil TKD dilakukan oleh Konsorsium Perguruan
Tinggi Negeri.

c) Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menetapkan Standar
Operating Procedure (SOP) pelaksanaan pengolahan LJK hasil
ujian.

d) Pengolahan hasil TKD paling kurang harus disaksikan oleh

Tim Pelaksana Instansi Pusat/Provinsi dan Inspektorat
Pusat/Provinsi.

e) Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri mengeluarkan:

3) hasil pengolahan TKD bagi pelamar yang memenuhi nilai
ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.781

74

berdasarkan formasi, yang dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran ll-h yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini; dan

hasil pengolahan TKD seluruh peserta tes berdasarkan
kualifikasi formasi yang dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran Il-i yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini.

f) Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan hasil

pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada
Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

6) Pengumuman Hasil TKD

a) Penentuan kelulusan pelamar umum yang mengikuti TKD

ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas (passing grade)
kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB atas
pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat
dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

b) Pengumuman hasil TKD dilakukan oleh Menteri PAN dan RB

berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri yang memuat instansi, nama, tanggal
lahir, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan
elemen lain yang diperlukan.

c) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan

melalui website Kementerian PAN dan RB (www.menpan.go.id).

d) Menteri PAN dan RB menyampaikan hasil TKD yang telah

diumumkan sebagaimana dimaksud huruf c) kepada PPK
Pusat/Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk diumumkan
kembali di lingkungan Instansi masing-masing.

e) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilakukan

melalui website instansi, surat kabar lokal, dan papan
pengumuman.

b. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
1) Umum

TKB dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan/atau
keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan
kompetensi jabatan atau pekerjaan.
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Dalam menyusun materi soal TKB harus disesuaikan dengan
formasi jabatan atau pekerjaan. Dengan demikian, materi
soal TKB untuk jabatan yang satu berbeda dengan jabatan
yang lain.

PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan soal TKB
untuk lowongan formasi jabatan fungsional tertentu
berdasarkan materi ujian yang disusun oleh instansi pembina
jabatan fungsional tertentu.

Contoh:

(1) Bagi pelamar Perancang Peraturan Perundang-undangan,
materi ujian pengetahuan substansi yang berkaitan
dengan teknik penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, disusun oleh instansi pembina
jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan;

(2) Bagi pelamar profesi Perawat, materi ujian pengetahuan
substansi yang berkaitan dengan keperawatan, disusun
oleh instansi pembina jabatan fungsional Perawat;

(3) Bagi pelamar Penyuluh Perikanan, materi ujian
pengetahuan substansi yang berkaitan dengan perikanan,
disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional
Penyuluh Perikanan.

PPK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan materi
ujian dan menetapkan soal TKB untuk lowongan formasi
jabatan fungsional umum.

Dalam penyusunan materi soal ujian dan kunci jawaban
harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya, sehingga tidak
terjadi kebocoran.

2) Penggandaan, Pengepakan, dan Pendistribusian Naskah Soal TKB

a)

Apabila TKB dilakukan secara tertulis, maka penggandaan,
pengepakan, tata cara pengepakan, dan pendistribusian
naskah soal ujian dilakukan menurut ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 2).

Dalam penggandaan, pengepakan, dan pendistribusian soal
ujian dan kunci jawaban harus dijaga kerahasiaan dan
keamanannya, sehingga tidak terjadi kebocoran
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3) Pengumuman TKB

Pengumuman pelaksanaan TKB dilakukan menurut ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).

4) Pelaksanaan TKB

a)

Pelaksanaan TKB pada instansi Pusat dan Provinsi/
Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh masing-masing PPK,
sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh
Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

TKB dilakukan secara tertulis sesuai dengan lowongan
formasi jabatan. Di samping itu dapat dilakukan tes psikologi
lanjutan, wawancara, atau ujian praktek.

Contoh ujian praktek:

(1) Untuk jabatan di bidang SAR harus memiliki kemampuan
berenang dan mendaki gunung.

(2) Untuk jabatan Pranata Komputer harus memiliki
kemampuan mengoperasionalkan dan atau membangun
aplikasi komputer.

5) Pengolahan Hasil TKB

a)
b)

Pengolahan hasil TKB dilakukan oleh PPK.

PPK menetapkan kriteria penilaian dan bobot masing-masing
jenis TKB tersebut secara obyektif dan terukur, yang
dituangkan dalam Keputusan PPK sebagai dasar dan
pedoman penilaian TKB.

Untuk menjamin obyektifitas penilaian LJK hasil ujian
pengolahannya dengan menggunakan komputer.

Pengolahan LJK hasil ujian paling kurang harus disaksikan
oleh Inspektorat/Badan Pengawas Daerah.

Apabila TKB dilakukan secara tertulis, tes psikologi lanjutan,
wawancara, dan/atau ujian praktek, maka penentuan nilai
TKB didasarkan pada hasil nilai kumulatif.

6) Penetapan Kelulusan

a)

Penetapan kelulusan TKB dilakukan oleh PPK berdasarkan
urutan dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi
yang ditetapkan.

Hasil TKB berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai
dengan jumlah dan kualifikasi formasi yang ditetapkan,
dijadikan dasar untuk menentukan pelamar yang dinyatakan
lulus seleksi.
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c) Penetapan kelulusan seleksi dituangkan dalam keputusan
PPK sebagai dasar pengumuman.

7) Pengumuman Hasil Seleksi

a) Pengumuman hasil seleksi dilakukan oleh PPK atau pejabat
lain yang ditunjuk yang memuat nama pelamar umum,
tanggal lahir, nomor ujian, jabatan, kualifikasi pendidikan,
unit kerja, dan elemen lain yang diperlukan.

b) Pengumuman dapat dilakukan melalui website instansi, surat
kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang
tersedia.

c) PPK wajib menyampaikan hasil kelulusan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara paling lambat 30 hari kalender
sejak diumumkannya kelulusan.

I11. PENGANGKATAN MENJADI CPNS

A. Pemanggilan

1. Pemberitahuan pelamar umum yang dinyatakan lulus ujian dan
diterima, disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam
pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang
harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan jadwal
kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat
yang ditentukan.

2. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi pelamar umum yang
dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerja
sejak tanggal pengiriman surat tercatat.

3. Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran
pengangkatan CPNS, harus memperhitungkan letak geografis alamat
yang dituju dan ketersediaan waktu untuk paling lama 6 (enam) hari
kalender.

4. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 2
dan angka 3 di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi
berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak
memenuhi syarat.

B. Persyaratan Administrasi.
Setiap pelamar umum yang dinyatakan Ilulus dan diterima untuk
diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan
dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada PPK
disertai dengan:
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1. fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang
ditetapkan;

2. pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan
menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;

3. daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai
huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto
ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya disediakan oleh
pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman
pekerjaan yang dimiliki;

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI;

5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik
tidak berarti tidak sehat jasmani);

6. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah;

7. Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I|-d Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang
formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:

a. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai
Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;

c. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau
negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan

e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

C. Pemeriksaan Kelengkapan
Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang
dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan:

1. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai
jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
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2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/BKD instansi yang bersangkutan
atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan
berkas persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, mengenai:

a. Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan tinta
hitam, sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangani oleh
yang bersangkutan;

b. Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah yang
dimiliki harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:

1)

ljazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari
Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yang
diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang
telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyeleng-
garaan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang
menyelenggarakan pendidikan.

ljazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah
berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
184/ U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di
Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan
pendidikan, harus melampirkan surat keterangan/ pernyataan
dari pimpinan perguruan tinggi.

Surat keterangan/pernyataan tersebut menyatakan bahwa
fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin
penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang
menyelenggarakan pendidikan, dengan menyebutkan nomor
dan tanggal Keputusannya.

ljazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri
harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian
ljazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yang

bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal
lahir pada berkas lainnya.
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c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik
tidak berarti tidak sehat jasmani);

d. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan,
antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengan
ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya;

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI; dan

f. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah.

Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam huruf a
sampai dengan huruf f tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan
tidak dapat diusulkan permintaan NIP-nya.

3. Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat
dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap
diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan :

a. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi
disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP.

b. Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan
kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada
yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan.

c. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi
dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat
diusulkan permintaan NIP-nya.

4. Pelamar umum yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian
mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK segera melaporkan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat
pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan
meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat.

5. Untuk menggantikan pelamar umum yang mengundurkan diri atau
meninggal dunia, PPK mengambil nama pelamar umum urutan
selanjutnya dari peringkat tertinggi TKB sesuai lowongan formasi
jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK serta diumumkan
kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar lokal, dan
papan pengumuman atau media lain yang tersedia.

6. Keputusan PPK terhadap pengganti pelamar umum yang
mengundurkan diri atau meninggal dunia disampaikan kepada
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Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara.

D. Penyampaian Usul Penetapan NIP

1. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas
persyaratan administrasi pelamar umum, menyampaikan usul
permintaan NIP CPNS dengan surat pengantar beserta daftar
nominatifnya secara kolektif rangkap 5 (lima) kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran ll-j dan Anak Lampiran llI-k yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Usul permintaan NIP CPNS sebagaimana dimaksud angka 1 dengan
melampirkan:

a. 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS yang dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam dengan Anak Lampiran I-I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini, dengan tanda tangan asli oleh
pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dan
dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan
NIP CPNS ditempelkan pasfoto 3 x 4 cm;

b. 1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan
Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkutan;

c. 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan
kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

d. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan
sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah
ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran
I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

e. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-
d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi
tentang:

1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon
Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawali
Sswasta,;
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3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawali
Negeri;

4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia
atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir

bagi yang memiliki pengalaman kerja.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI;

. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; dan

Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah.

surat pernyataan dari pejabat struktural eselon Il yang akan
menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya
sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang
bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut
dalam Anak Lampiran Il-m yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini.

E. Penetapan NIP

Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk
memeriksa data pelamar umum yang diusulkan penetapan NIP-nya
oleh PPK sebagai berikut:

1.

a.
b.
C.

mencocokan data pelamar umum yang dinyatakan lulus TKD;
mencocokan data pelamar umum yang dinyatakan lulus TKB; dan

mengecek kesesuaian antara data pelamar umum dengan
lowongan formasi jabatan pelamar umum yang telah ditetapkan
oleh Menteri PAN dan RB.

Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian
terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi, meliputi:

a.

b.

Daftar nominatif pelamar umum yang dinyatakan lulus dan
diterima sebagai CPNS dan telah diumumkan oleh PPK.

5 (lima) rangkap surat pengantar usul penetapan NIP CPNS
beserta daftar nominatif kelulusan yang dibuat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

4 (empat) rangkap formulir penetapan NIP (yang disediakan BKN)
yang telah diisi sesuai dengan data yang diperlukan, dan setiap
lembar formulir ditempelkan pasfoto ukuran 3 x 4 cm dengan
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tandatangan asli oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain

yang ditunjuk serta dibubuhi stempel/cap dinas;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PPK tentang Penetapan
Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkutan;

e. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

f. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan
sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam dan
ditandatangani serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm,
sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;

g. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Keputusan Kepala
BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang :

1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon
Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;

3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawali
Negeri;

4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia
atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan

5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

h. fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi
yang memiliki pengalaman kerja.

i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwajib/POLRI ;

j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;

k. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan
kesehatan pemerintah;

I. surat pernyataan dari pejabat struktural eselon Il yang akan
menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya
sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan,
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran II-m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3. Pemeriksaan kelengkapan administrasi

a. Memeriksa kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2.
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b.

Memeriksa kualifikasi pendidikan/STTB/ljazah yang dimiliki
harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan :

1) ljazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari
Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yang
diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang
telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin
penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang
menyelenggarakan pendidikan.

2) ljazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah
berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di
Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan
dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggara-
kan pendidikan, harus melampirkan surat keterangan/
pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi.

3) ljazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri
harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian
ljazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mencocokkan kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto

yang bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal

lahir pada berkas lainnya.

Mencocokkan kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang

bersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulis

sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja,
dan sebagainya.

4. Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP dari
instansi pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a.

b.

Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) administrasi,
ditetapkan NIP-nya;

Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL),
dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang
bersangkutan untuk dilengkapi; dan

Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS),
dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang
bersangkutan disertai dengan alasannya.
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F. Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS

1.

2.

Pelamar umum yang memenuhi persyaratan administratif diberikan
NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP,
paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya NIP,
menetapkan keputusan pengangkatan CPNS.
Keputusan pengangkatan CPNS tersebut, disampaikan langsung
kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai
peraturan perundang-undangan, paling lambat 25 (dua puluh lima)
hari kerja sejak ditetapkan.
CPNS yang telah menerima keputusan pengangkatan CPNS tersebut,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya
keputusan tersebut harus melapor kepada pimpinan unit kerja yang
bersangkutan untuk melaksanakan tugas. Apabila dalam batas waktu
yang telah ditentukan tidak melapor, maka yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS, kecuali bukan karena
kesalahannya.

Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia,

penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:

a. bagi yang telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan
keputusan pengangkatannya sebagai CPNS, PPK segera melaporkan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan
surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan
meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat
untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

b.jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan keputusan
pengangkatan CPNS dan belum/telah melaksanakan tugas, maka
ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai
CPNS, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang
dipandang perlu.

c. Formasi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan formasi
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Penugasan/Penempatan
1. CPNS ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan

sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
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2. Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS, vyang
bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan
melaksanakan tugasnya.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala
Kantor Satuan Unit Organisasi paling lambat 60 (enam puluh) hari
kalender setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan
tugas.

SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan
keputusan pengangkatan menjadi CPNS.

H. Pembayaran Gaji CPNS

1. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara

nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT.

2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, gajinya dibayarkan pada

bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1
bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya
dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan
mulai bulan itu juga.

Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1
bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai
bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.

IV.PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Menteri PAN dan RB membentuk Tim Pengawas Nasional, mempunyai
tugas antara lain:

a.

Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS, mulai dari
proses pengumuman, pelamaran, pelaksanaan ujian, pengolahan LJK,
penetapan pengumuman hasil ujian, proses penetapan NIP, dan
penempatan pegawai;

. Menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan CPNS berlangsung

secara objektif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
dan tidak dipungut biaya;

. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada

Tim Pengarah;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tim
Pengawas Nasional berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) baik Pusat maupun Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota.

3. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1,
antara lain dilakukan melalui pengawasan/pemantauan terhadap:

a.

Rencana Pelaksanaan Seleksi, meliputi kegiatan:
1) Mengawasi/memantau pengumuman penerimaan CPNS; dan
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2) Mengawasi/memantau kesiapan penyediaan soal ujian, formulir

LJK, pendistribusian soal, dan pengamanannya.
b. Seleksi, meliputi kegiatan:

1) Mengawasi/memantau distribusi soal dan formulir LIK dari Panitia
Seleksi kepada pengawas ujian;

2) Mengawasi/memantau penyampaian kembali jumlah LJK hasil
ujian dan mencocokkan dengan daftar hadir peserta ujian;

3) Mengawasi/memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal
ujian dan formulir LIK yang tidak digunakan serta pemusnahan
sisa soal ujian dan soal yang telah dipergunakan; dan

4) Mengawasi/memantau pengolahan LJK hasil ujian.

c. Penetapan kelulusan dan pengumuman hasil seleksi, meliputi
kegiatan:

1) Mengawasi/memantau LJIK hasil ujian dan pengamanannya;

2) Mengawasi/memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan LJK
hasil ujian; dan

3) Evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan LJK hasil ujian dengan
keputusan penetapan kelulusan peserta ujian.

Penetapan NIP, meliputi kegiatan mengawasi/memantau penyampaian
nota persetujuan penetapan NIP kepada PPK.

Pengangkatan CPNS, meliputi pemantauan penetapan keputusan CPNS
dan penyerahannya kepada yang bersangkutan.

Informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksa-
naan seleksi penerimaan CPNS.

V. PEMBIAYAAN

1.

3.
4.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan CPNS Pusat
dibebankan pada APBN yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) masing-masing instansi pusat.

.Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan CPNS Daerah

dibebankan pada APBD masing-masing instansi daerah.
Pembayaran gaji CPNS Pusat dibebankan pada APBN.
Pembayaran gaji CPNS Daerah dibebankan pada APBD.

VI. EVALUASI

1.

Instansi Pusat dan Daerah membuat laporan tentang perencanaan,
pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan
NIP, pengangkatan dan penempatan CPNS kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan CPNS hasilnya menjadi bahan
masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS.
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VIlI. PENUTUP

1.

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO
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ANAK LAMPIRAN l1-a

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
MASTER SOAL UJIAN DAN DOKUMEN LAINNYA

Pada hari ini ..., tanggal .o , bertempat di
.................................................... telah berlangsung serah terima master soal ujian dan dokumen lainnya, antara :
Nama

N L P e

Jabatan PPN

Instansi PP PRPP

Alamat Kantor L e e e e e

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Tim Pelaksana Nasional/Konsorsium) dengan :
Nama :

N L P e e e
Jabatan L e e e e
Instansi L e e e e
Alamat Kantor S PPN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Pejabat Pembina Kepegawaian/Ketua Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi
Pusat/Provinsi/Kab/Kota *) .............c......

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA master soal ujian dan dokumen lainnya berupa :

1. Soal ujian, yang terdiri dari :

a. Tes Kompetensi Dasar (TKD) sejumlah ........ Amplop ( ..... Set)

b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
2. Dokumen lainnya :

a.

b.

c.

PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA sejumlah sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Cat:
*)  Coret yang tidak perlu.
**) Saksi adalah Pejabat/Pimpinan dari unsur pengawasan.
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ANAK LAMPIRAN I1-b

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KARTU/TANDA PESERTA UJIAN CPNS TAHUN .................

Nama

Alamat s

Instansi yang dilamar P *) ‘ ‘ ‘ ‘ Kode

Nomor Peserta : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Nama Jabatan yang dilamar : ...................oo. *%) ‘ ‘ ‘ ‘ Kode

i - ) _—
iir(;]:ng/Strata Pendidikan Pelamar : :l e e YR
Hari/tanggal D e /o,
Tempat Tes e YRR I:I:l Kode
Waktu > Pukul ....... s/d selesai

Tim Pengadaan CPNS Tahun ....

pas foto Kementerian/LPNK/Prov/
peserta Kab/Kota *****) .. .........
3x4

Catatan :

Saat pelaksanaan pengisian/ujian harap membawa :

5. pensil 2B asli

6. penghapus NIP. ...
7. rautan/penajam pensil

8. alas tulis

*) Tulislah Instansi yang dilamar
**) Tulislah nama jabatan yang dilamar
***) Tulislah jenjang/strata pendidikan pelamar
****%) Tulislah tempat tes

***x¥) Tulislah tahun dan nama Kementerian/LPNK/Prov/Kab/Kota serta coret yang tidak
perlu
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ANAK LAMPIRAN l1-c

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR HADIR UJIAN CPNS TAHUN ............

Kementerian/LPNK/Prov/Kab/Kota *) : ..........cccc....... Kode Soal @ ...
Tempat Tes Ruang
Pengisian Mata Ujian
No.
Urut Nomor Peserta Nama Peserta Tanda Tangan
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
dst. Dst.
Petunjuk : 1. Peserta yang tidak hadir, naskah isian/soal ujian dan LJK-nya tidak diberikan
2. Pengawas ruang memeriksa Nomor dan Nama Peserta sesuai dengan kartu peserta ujian
3. Pengawas ruang menyilang Nama Peserta yang tidak hadir pada kolom tanda tangan
Jumlah Peserta yang Seharusnya Hadir
Jumlah Peserta yang Hadir
Jumlah Peserta yang Tidak Hadir

Ket:

.. 20...

PENGAWAS 1, PENGAWAS 2,

Daftar hadir dibuat rangkap 2 (dua), lembar 1 untuk masing-masing Panitia Ujian Instansi, lembar 2 untuk Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi ybs
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ANAK LAMPIRAN I1-d

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SOAL UJIAN DAN FORMULIR LEMBAR JAWABAN KOMPUTER
CPNS TAHUN .............

Pada hari ini ..., tanggal ... , bertempat di ..., telah
berlangsung serah terima dalam rangka persiapan bahan seleksi CPNS Tahun ............. antara :

Nama
NIP
Jabatan
Instansi

Alamat Kantor
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Sub Tim Seleksi Administrasi Instansi Pusat/Prov/Kab/Kota*)

NIP
Jabatan L e e e e
Instansi L e e e e
Alamat Kantor S PP PPN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (dalam hal ini Sub Tim Pelaksanaan Ujian Instansi Pusat/Prov/Kab/Kota *)
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA bahan seleksi CPNS yang terdiri dari :
5. Naskah Soal ujian dan formulir LJK, terdiri dari :
c. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

4) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ......... Amplop ( .......... Set)
5) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ......... Amplop ( .......... Set)
6) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ......... Amplop ( .......... Set)
d. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( .......... Set)

6. Naskah penunjang ujian berupa :
Pedoman panitia Ujian;
Formulir Daftar Hadir Peserta Ujian;
Formulir Berita Acara Pelaksanaan Ujian;
Petunjuk mengerjakan ujian; dan
e. Tata Tertib Peserta Ujian;
PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA.
Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

2o oep

*)  Coret yang tidak perlu.
**) Saksi adalah pimpinan Inspektorat pada instansi yang bersangkutan.
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ANAK LAMPIRAN l1-e

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA TERTIB PESERTA UJIAN
CPNS TAHUN .............

Peserta wajib membawa Tanda Peserta Ujian serta menunjukkannya kepada panitia.
Peserta harus duduk pada tempat yang telah ditentukan.
Peserta menerima soal-soal ujian dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari panitia.

Peserta wajib menggunakan pensil 2B (asli) dalam mengisi formulir LIK, dan menggunakan karet
penghapus untuk memperbaiki/menghapus jawaban apabila dianggap salah.

Peserta harus mencantumkan Nomor Peserta dan Nama pada LJK.

Peserta dilarang:

g. membawa buku, kalkulator, alat komunikasi atau alat lainnya yang dapat mengganggu ketenangan
pengisian ujian kecuali pensil 2B, rautan, alas tulis, dan penghapus;

h. membawa senjata api/tajam atau sejenisnya, selama mengikuti ujian;

i. bertanya/berbicara dengan sesama peserta;

j. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada orang lain tanpa seizin panitia, selama mengerjakan

soal ujian;
k. keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia ujian; dan

. merokok dalam ruangan ujian.

Peserta wajib:
a. mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu;
b. menandatangani LIK di tempat yang telah disediakan; dan

c. mengisi daftar hadir peserta yang telah disediakan.

Peserta yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah dimulainya ujian, tidak diperbolehkan
mengikuti ujian.

Peserta diperbolehkan menjawab soal ujian setelah mendapat perintah dari panitia.

Peserta harus menjawab soal ujian pada LIK dengan pensil 2B dan tidak diperkenankan melakukan
coretan-coretan pada lembar ujian maupun LJIK.

Peserta yang telah selesai menjawab soal ujian sebelum waktu ujian usai, dapat meninggalkan tempat
setelah menyerahkan soal ujian dan LIK kepada panitia.

Panitia
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ANAK LAMPIRAN I1-f

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SOAL UJIAN, LEMBAR JAWABAN KOMPUTER HASIL UJIAN,
DAN SISA SOAL UJIAN CPNS TAHUN ................

Pada hari ini ..., tanggal ... , bertempat di ..., telah
berlangsung serah terima Soal Ujian ,Lembar Jawaban Komputer hasil ujian dan Sisa Soal Ujian CPNS Tahun ........
antara :
Nama
NIP
Jabatan
Instansi :
Alamat Kantor L e e e e e

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Sub Tim Pelaksanaan Ujian Instansi Pusat/Prov/Kab/Kota *)
............................. ) dengan :

NIP
Jabatan
Instansi
Alamat Kantor
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (dalam hal ini Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri/Tim Pelaksana Ujian Instansi
Pusat/Prov*) .......c.occoveviiiininnens
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Lembar Jawaban Komputer hasill ujian CPNS kepada PIHAK KEDUA yang terdiri
dari :
3. Soal ujian, yang terdiri atas:

a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

4) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ......... Amplop ( Set)
5) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
6) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( Set)
4. LIK untuk :
a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
1) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
2) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
3) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ......... Amplop ( Set)
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( Set)

3. Sisa Soal ujian, yang terdiri atas:
a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

1) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah

2) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ...

3) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ...
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah

4. Naskah penunjang ujian berupa :
a. Daftar Hadir Peserta Ujian;
b. Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA.
Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

NIP. ...
SAKSI | SAKSI 11

(ot Y5 (oo, %)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Saksi adalah Pimpinan Inspektorat pada Instansi yang bersangkutan.
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ANAK LAMPIRAN lI-g

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN

Pada hari ini ..., tanggal ... , bertempat di ..., telah
berlangsung serah terima Soal Ujian ,Lembar Jawaban Komputer hasil ujian dan Sisa Soal Ujian CPNS Tahun ........
antara :
Nama PPN
NIP e e e e e e e et e e e e e
Jabatan PPN
Instansi L e e e e
Alamat Kantor L e e e e e
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (dalam hal ini Sub Tim Pelaksanaan Ujian Instansi Pusat/Prov/Kab/Kota *)
............................. ) dengan :
NIP e e e e e e e e e e e e e e e e
Jabatan L e e e e
Instansi L e e e e
Alamat Kantor S PPN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (dalam hal ini Sub Tim Penyusunan Materi Ujian dan Pengolahan Hasil Ujian Instansi
Pusat/Prov*) .......c.occvveviiininnens
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Lembar Jawaban Komputer hasill ujian CPNS kepada PIHAK KEDUA yang terdiri
dari :
5. Soal ujian, yang terdiri atas:
a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

7) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
8) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
9) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( Set)
6. LJIKuntuk:
a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)
1) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
2) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ......... Amplop ( .... Set)
3) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah ......... Amplop ( Set)
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ......... Amplop ( Set)

3. Sisa Soal ujian, yang terdiri atas:
a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

1) Tingkat SLTP/SLTA/D-1 sejumlah ............. Set
2) Tingkat D-2 dan D-3 sejumlah ............. Set
3) Tingkat D-4/S-1/S-2 sejumlah .... . Set
b. Tes Kompetensi Bidang (TKB) sejumlah ............. Set

4. Naskah penunjang ujian berupa :
a. Daftar Hadir Peserta Ujian;
b. Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA.
Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

NIP. ...
SAKSI | SAKSI 11

(ot Y5 (oo, )

*) Coret yang tidak perlu.
**) Saksi adalah Pimpinan Inspektorat pada Instansi yang bersangkutan.
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ANAK LAMPIRAN I1-h

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PESERTA TES YANG MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS (PASSING GRADE)

Instansi/ Provinsi *) s
Instansi Penyelenggara : Kabupaten/Kota *) ................

z
O

NAMA NO. PESERTA | TGL. LAHIR NILAI

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999999999 99-99-99 99

SR N

o
0
-

Jenis Formasi @ **) ...

aAwINE

o
0
-

Jenis Formasi @ **) ...

SHE I N

o
0
-

Jenis Formasi @ **) ...

S E I N L

o
0
-

Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri,

Catatan 1 - *) coret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN I1-i

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PERINGKAT NILAI SELURUH PESERTA TES

Instansi/ Provinsi *) R

Instansi Penyelenggara : Kabupaten/Kota *) ................

Jenis Formasi s

NAMA

NO. PESERTA | TGL. LAHIR NILAI

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

999999999 99-99-99 99

PRk |e z
w[N|R|O|©|®|N|O|9H WM P

dst

Catatan . *) coret yang tidak perlu

Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri,
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ANAK LAMPIRAN I1-j

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor PP

Sifat e

Lampiran : ......... Berkas

Perihal : Usul Penetapan NIP A.n ......................... dkk (... orang)
Kepada Yth.

Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional .... BKN

di

. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada

tambahan formasi Tahun .... yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Gubernur/Bupati/
Walikota..........cocevvenennnnn. sebagaimana terlampir.

. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan telah

memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan penetapan NIP.

. Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota
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ANAK LAMPIRAN II-k

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lampiran Surat ...
Nomor T
Tanggal T

DAFTAR USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

TEMPAT TGL GOL. FORMASI UNIT
NO NAMA LAHIR LAHIR PENDIDIKAN RUANG JABATAN KERJA *)
1 2 3 4 5 6 7 8

*)Unit kerja terkecil sesuai formasi

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota
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ANAK LAMPIRAN lI-1

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pas Foto
3x4

USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT/DAERAH
NOMOR:

INSTANSI

DITERIMA TANGGAL :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pria/Wanita

Status Perkawinan

Agama

Status Kepegawaian

ljazah/STTB

No Tgl.

Golongan Ruang

Masa Kerja Golongan

Tahun Bulan

Gaji Pokok

80% x Rp

Jabatan

Unit Kerja

Surat Keterangan Sehat

Tgl.

Dokter

Surat Keterangan Tidak
Mengkonsumsi/Menggunakan
Napza

No.

Tgl.

Surat
Kepolisian

Keterangan Catatan

No.

Tgl.

NIP

Berlaku TMT

Kantor Bayar

Pengalaman
Masa Kerja

Mulai dan sampai
(Tgl. BIn, & Tahun)

Jumlah o
Dinilai

Jumlah

Tahun | Bulan

Tahun

Bulan

Jumlah
seluruhnya

Catatan:

Diisi petugas instansi
pengusul

Catatan Penggunaan
Lowongan Formasi

Tahun Anggaran ......
Jabatan :

Jumlah
Digunakan

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota
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ANAK LAMPIRAN I1-m

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan 1)
Unit Kerja 2)
Instansi 3)

dengan ini menyatakan bahwa Saudara :

Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Pendidikan/Jurusan

Alamat

Akan kami tempatkan pada unit Kkerja teknis ..........cccoiiin. 4) sebagai

..................................... 5) di HINGKUNQGAN ... e e a2 2)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(oo )
NIP. ...

Keterangan :
1) Tulislah nama dan jabatan pimpinan unit kerja teknis dimaksud sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon II.
2) Tulislah nama unit kerja Setingkat Eselon |l pada Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota.
3) Tulislah nama Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota.
4) Tulislah unit kerja teknis yang akan ditempati.
5) Tulislah tugas jabatan yang akan ditempati.
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LAWHIEAN T

Pl Tl b Rlelals FANAH £ WeiaWwa sl NaGiaAlds
R Lo R N Rt

TEHTLNG

PR
'R S

Cf SLLASHAMAAT
A O SR ASAAAD G H

=EEEIZ-F
REPUSL K DO ESlA

PEEATURAN PEMERINTAH REPURLIS INIHNIZS0A
MOIRACHE <18 AL ILN 2005
TENTANG
PEMOANCGKATAN TEMAGA TN EL
MENJADI CALON PRGAWAIL NEGGERET =IFIL

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA T5EA
FRESIDEL REPUEBLIK INDONESLA,

Menimbring oo babws unniok kelancsran pelaksanaasmn sebasion ogas-Lugas
pummerintshan don pembkingongn, Levdapal poiatel sianst
pemerintah wwnganglal o lemaga erlenla schagad Llenaga
LacaTineer;

. hahwa tenaga honorer vang telah lama bekerja dan ataun
lenapanyea sangal dibmuohlean oleh Pemeriniah dan
memennhi syaral  vang  ditentulkan  dalam Peraturan
Pemnerintah ing, diapal diangla ) mergaodi Calon Pegeawsal Negerd
Sipil:

o bahwa sehubungan dengan hal tersebut huraf a dan b,
dipandang perln mengatur ketentuan mengenai
pensangkaran tenasa honcrer menjadi Calon Pegaowal Negerd
Sipil dengan Perauran Pemerinah;

Menginga, @ L Pasal 5 ayval (2] Undang Undang Dasac Negara Bepulblik
Indnnesia Tahun 1945
2 Unrdang-TUUndang Noowr & Tahun 1974 1eniang Polwle- pokaol
Krpegiwaian [Lombaran Negarg Bepublile Indomesisa Tahon
1974 Mouwwn 55, Tamlmilian Leinbeaan Negara Roepublik
Iredomesin Momor 3090 1), sebagainan:a elal diobah dengan
Uriinng-Urndnng Nomor 43 Tohun 1999 [Lewntsaan Nogss
Erpublik Indonesin Talwn 1999 Nomor 169, Tainbaban
Lemliran Noegar Republik Indonesia Nomor 3800);

A, Urwlang-TIrelang . ..
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4. Undang-Undsng Nomor 32 Tahun 2003 entang
Pemerintahan asrah {lembaran Negara Republile Indonesia
Tahun 20034 Nomor 1235, ‘Tambabhan Lembaran Negara
kepublilk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang
Normor 3 Tahun 2005

4, Peraturan Pemerintah  MNomor 9F  Tahun 2000 tentang
Fammasi  Pomasaal Negeri Sipdl [Lembsaran Megoa Repuablils
[ndeonesia Takhun 2000 Momor 194, Taumbahan Lembaran
Wegara Hepublik Indonesia Nomor 40131, sehagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahnan 2003
[Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 MNomor
122, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Momicre
43397

3. Peraturan . Pemerintah  Nomeor 93 Tahun 2000 tentang
Pengacliam Pogawal Negen Sipil (Lombsoan Negaran Roepuablile
Mconesia 'abun 2000 Nomor 1935, Tambahan Lembaran
Wegara Kepublil Indonesin Momar 400161, sehagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahan 2002
[Lembaran Negara Republilk lndonesia Tahun 2002 MNomor
31, Tamnbsahan Lembaran Megara Bepulblik Indonesia Nomor
41997

G, Mematuran Pomerintah o homor o 9 Tabhun 20030 tentang
Wiewenang Penganglaatan, Pomindahan, dan VPemberhentian
Pegawal Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 MNomeor 15, Tambaban lembaran Negoa
Republik Indonesia Kamor 4260:3);

MEMUTLISKAN @

wienetaphkan o PEIRATLIEAN PER EL T AL TEM AN PHMNOGANGRKATAN
TEMACA HONORER MERIAIN CALON PEOAWAL BECEIRI
SIFII.,

Pasal | ...
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Pamal 1

Duialimm Pemaluran Prinerintalb ind viang dimalisod dengsn

L. Trermgs honorer adalah sescomsng wuang, diangkal olch
FPrjahint Pembina  Kepogawaian ataa pejabat oo dalam
prrtetitnlatian untule nelaksamalen lugas lerlenlo pada
instansi perderinnlab slau vang poenghastlannys moergiaidi
heban Anggaran Dendapatan dan Boelanga Negama atau
Anggaran Pendapatam dan Belanga Dacrah.

2. Pejabal  Pembina Kepegawaian adalah pejabal yag
berweriare me ngaryEleal, memindabikan, dian
memberhentilkon  Pegawal Negeri Sipil di linglkuangannwa
sesual dengan peraluran perundang-urelangsn,

. Inslanst adalal instansi pemerinlab pusse dan osanst
pervteetivalat fiaeraly proovinisi dan Jasthopeaten ol e

Hsnl 2

Fenganglmtan tenags honoror merngadi Calon Pegaweni Mogenri
Sipll berdasarkan Povdturan Pemnerintab ind, dimalesadlean
untuls memenuhi lebutuban tmaga tertentu padda instansi
pemerintah.

Fasal 2

[1] Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawal Megeri

Sipil dipriorvitaslian bagi vangz melalisanalkan tugas sebagal ¢

a. Tenaga qura;

b. Tenaga kesehatan pada unil pelavanan kesehatan;

. Tenaga penvulubh di hidang  pertanian, perilzanan
peternakan: dan

d. Tenaga ekhnis  lainoya yang  sangal dibuluhkan
prerneriniah,

12 Poogianiglaalsan .. .
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[2] Penganglkalan lenagy honorer sebagainana dinsksud pada

aval (1] didasarken pada usia dan nwsa kevja sebagal
brevikut

i, Tenaga honorer yang berasin paling tinggi <99 {ompat
pualih enaum) tabun dan mempunyai masa kerja 20 (dua
puluhl tahun atau lebih secara terus menenus,

b, Tenags honorer vang berusia paling tingesi 40 (empat
malabh enam] tabhuan dan mempunyal masa kerja 10
[sepaluh] tabhun ataun lebib sampad dengan kurang deaei
20 [dua puluh) tahun secara terus menenis.

c. Tenaga honorer vang berusia pealing tingel 449 (empat
puluby) b dac mempuneal masa kerja 3 (hoa) aban
atan lebih sampai dengan kurang dar 1o [sepuluhy)
Lahun secars 1600% Menerms.

d. Tenapa honorer vang berusia paling tngel 35 |Lga puluh
litna| tahun dan mempunyal masa kerja 1 [sain| tabuan
atan lehih sampol derggan karang ol 5(lima) ahun
SECHMA 1EIUS Hener s,

Pasal 4

[L] Pergongloalan Llenagsy honooer sebwigoinmsng dinalosord
tlalann Daamal 3 oaval (L] dan avasl (2] ool g, dilaliulkan
mclalud selelest administrast, disipling, inlegnlas, keschslan,
tlun kompelensi.

2] Pengangkatan tensga honorver sebagaimana  dimalzsud
dalam Pasal 3 ayar (1] dan avat (2) huraf b hurof e, dan
hurul d, selain melalni seleksi sebagabmana dimalesid pada
aval (1], wajlb menglsidmenjawab deliar perlanyvasnn
mengenai pengetahvan tata pemerintahan/ kepemerintahan
yang baik, dan pelaksansaniys lerpisah dacl  pelamar
LLLALTL,

[3] Pengangkatan tenaga honorer sebagamana dimakesud
tdalam Pasal 3 pada prinsipmys mempioritaskan tonsgga
hanorer vang berusia paling tinggl dan faran mempunsyal
mitsil kerja lebih bamyak,

Masal &
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Pazal o

[ L] Terrzagan dlokster yang lelaly selesal alaon soidang melalosanalinn

[l

lugas sehagal Pegaweal Tidale Tewap atau selmigal lenagas
homierer peaddis wmil poeliavanan kescbiadan anilik peoaoerilat
sl dinnglel mergadi Calon Pogawal Noegerl Sipil soiclahb
melalui selelis sebvgotmana dimaksud dalarn Tasal 9 awat
(1, tanpa ronempeorhatilem mass kega o selwgan Lersagas
horerer, dengan keleriloan

A, usia paling tinggl 46 {(empat puluh enam| tabhnun;

h. beracdia boeloena pads unit poelpsanan keschatan i
laraly vpenct], seluramy uranenys 3 (i) b

I¥arah  torpencil  sebagiimana dimabsod  pada awat (1
ditetaplkan  olah  Gubermar/ldupati yangs  hersanskatan
seslal dengan kriteria yang ditentuloan dalam peraturan
perundang-undangan,

Fasal &

Penganglztan renaga honoror moenjaedi Calon Pegaval Mogerd
Sl berdasarkan Povataran Pomervintah i dilakolsn
hertahap mulai Uahuan ArgeEaran 2005 dan paling lambat
stlesn Tahun Angegaran 2009, dengam prioritas tonoags
honorer  vang  penghasilannya  dibiayal aleh Aanggaran
Fendapatan dan Belanja Megara dan Angmaran Pendapatan
dan Lielanja Dasrah.

I¥alam bal temags honorer schagaimama dimalesud  peaeda
avat [1] seharubnva telab dhianglmt meniadl Calon Pogassn
Megeri Sipil schoelum tahun Angraran 2009, malka tonaga
honorer yang bolkoga pacda instanst poemovintab dan
renghasilannya tidak ditbayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Megara dan Angeaman Pendapatan dan Helanja
Praerah dapat dinngzkat menjadi Calon Pesssvad Megeri Sipil.

Pasal 7
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Pamal 7

Pengangluilan lenags hooener schagaimang  dimalesud  dalaon
Pagal 6, dilakulean secars objeliil dan lransparan.

Piazaal
Sojale dilctapkanryys Peraturan Porerintah ind, sernus Pojsataeal
Poembirin Repegavai:an an pojatsdl Lain di lingleurigan iristsins,
dilarang moenganglat tenaga honorer ataa yang sojenis, loeeual
dilotapkean dengan Poeraturan Fonernniah,

snl 0

[1

—

Lntuk pelaksanaan pongangkatan tenaga honorer men jadi
Calon Pegawal Mpgen Sipl dihentok Tim Kogrdinast Tinglat
Masional dan Tim Tingkat Instansi,

] Tim Koordinasi Tinekat Nasional sebagaimana dimalesaed
pacda vl (L] dilelaploin oleh Menlen wang boerlang@2ung
Jaweab di bidang pendayagunaan aparalur negara,

[] Uit Tinglkat  Instanst ditctaplan oleh Pojabat Pembinag

Kepegawaian vang bersangkutan,

4] TUnmk pelabksanaan peppanglaan engea honorer merjadi
Calm  Prgarwisl Negoeri Sl gkl istoanst diserahb
Kahupalen; Kota dikoordinasikan olch Gubornur.

Maxal 140
(11 Penviapan maler] perlanvaasn mengenal pengelabniss Lala

pemerintaban/kepemerintaban vang bails dibuat oleh Tim
Roordinasi Tingkal IWasional,

[2] Tengusandaan roaler] povlanyaan schagaimans dinaksurl
pagdan st (1 dan pengolaboon hosil o pongisioon S aembem
dilakukan oleh :

. Pujaben PFoanbing Koepos:peslan Pusae Tegl o Lerlags
honorer puada I0slan sl pussal;

[z, Pejabar ., ..
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. Pgjabalr Pembing  Kepegawalan Daerah Provinsl hagl
LengEa honorer pada oisiansi Daerah Provins; dan

o Duberroiun Twigdl lenags horwmer pewdia inslanst Deaerah
Katrupaaler Koti ol wiliawalioges.

fasal 11

Hiaya yang diperlikan hagi pelaksanasn pengangkatan tenaga
honarer menjadi Calon Pegawal Negerl Sipl Tahun Angsaran
AMa seunpal dengan Tahun Angearan 2009 cdibebankan pacda
Anggaran Pendapatan dan Delanja Negara,

Pazgl 1.2

[11 Pelakssmaan  Feraturan  Pemerintah  ind akan diadakan
evaluasi setiap tahun.

(21 Hasil cvaluast  schagaimana dimaksud  pada ayat 015
dilaporkan kepadas Tresiden.

Haszal 1.3

Letentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dizaoar lelhih
lanjut aleh Kepala iadan Kepegaowaian Negara.,

Pasal 14

Feraturan  Pemerintah  ind omulal berlaku  pads tanggeal
clinndangtzan.

Sugar
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Agar sellapy CIAIE mengelahninga, memerintahikan
frengn ndargEa Peraluran Pemerintah irai derngan

BT T pH LIy ialain Lembeanan MNegara Eopubilile Tnoonesing,

Daletiaploan i JJalsarisa
paeda tingeal |1 Mopoember 2005

FRLEEIDEN REPUDBLIE IND O ES1A,
L
DR, H. STUSILO GARDBANCY YUDHCTY (O

Divrlangkan di Takarta
pada Langeal 11 Nopemlwer 20005

MLENTERI HUEUM DAN HARK ARASRT MANTTSEIA
REFPULELIK INDHONEZSLA,

11

HAKMID AWWALITIN

LEMBARAN NECGARA REPUBLIK INDONESLA TAHUN 2005 NOMOR 122

Salitan sesuat denigin aslinggs
LETUTI MENTERI SEKRETARIS NEGATA
BITANG PERUNTIANG IINTIANGAN,
tted

AR W AT
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PlEMILELARAN
ATAR
PEEATURAN PEMERINTAH REPUBLIS INIMONIZSA
MWOMOTE <18 TATIUN 2005
TENTANG
PEMOANMOKATAN TEMNACA HOMORELR
MENJADI CALCON PERECGAWAL NEGGEEREI =IFIL

I LML M

Lntule lwelancaran pelalosamasan tugas tugas pomoerintahan,  baik pada
pemerintahan pusar maupun pemerintahan daerah, sehagian dilakukan
olel tenaga honorer, 1H antara tenaza honorer tersebut ada yvang telah lama
beleeria lepada pemerintat dan lkeberadasnnya sangat cdibumlhilan oleh
permerintah.

Mengingat masa belberja merelka sudab lama dan keberadaannya sangat
clibutuhikan aleh pemerintah, dalsun kenvataannya sebagian tenaga honorer
tersebut telah  berusia lebin dari 35 [tiga puluh limal tahun dan
berdasarkan peraturan perandang-undangan Udak dapal diangkal menjadi
Calon Pepawai Negeri Sipil, maka bagl merelkka perlu ciberikan perlalman
secara khusns dalam penEanglaatan menjadi Calon Pegawsal Negerl Sipil,
Pengan Peraluran Pemmerintah ind, bagl tenapa honorer vang berisia paling
tingei 46 (empat puluh enamd tahun dan telah belerja 20 (dua puluby)
lahinn atau lehih, dapatl diangksl menjadl Calon Pegawal Negeri Sipil,
selelah melalul seleksi adiministratil, disiplin, inlegriltas, kesehalan, dan
Lecsnrapaeelaziisd.

Helanutnya bagl tenaga honcrer vang telah bekeria loarangz dari 20 (dua
puhaihl tahun, pengangkatannya menjadi Calan Pegaoval Negeri Sipil selain
melalui  selelz=i  adiministratif,  disiplin, integritas, lzesehatan.  dan
kompetensi, mereka juga diwajiblan mengisi/menjawab cdaftar pertanvasn
mengenal  pengelabiuan ata pemerintahan fkepemerintahan yvang  balk
anlal sesdma lenapa honorer vang pelalssanaannya dilalaukan terpisab dari
pelamaEr mnum yang bukan  lensgs  honorer, dengan pengelompokan
sebagal berikul @

Armagan L.
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a. Tetaga honorer vang herusia paling el 36 empal pulouh enaim)
tahian dan bekerja selama 10 [sepululy) tahun saanpal dengan kuaratg
gzl MO [lon prulob) tabunn gesns JeTu s Ineneras;

. Tenaga honorer wang Dernsia paling dnged 40 |empwl puluh) tahon dan
lelaeergas selama 5 (lves) Wabune ssnpsn dengan lovang odart 100 [sopululy)
Liahiunn secsan lorus LILCTICT LIS,

o Tenaga homarer wang herasia paling tinggi 35 (tiegn puluh lima) fahon
tlamt bleenga sclama | oisaiu) lahon samm dengan ovang dart 5 (nea)
Lialiunn Sesar LoTLs LIS TeTu S,

Mevaturan Temovinlah tnd anerupaksnn penggluran khosus o odan
mengeowililanm behoraps Pasal daloaom Peratuaran Pomerintih Moo G5
Tahurn 2000 tontang Mengadann Pegawal Megerl S5ipil schagaimana telah
cinlbah dengan Peraturan Pemerintabh Mamar 11 Tahun 2002,

Penganpleatan  lenags  honorer imenjadl Calon  Pegawal Megerl  Sipil
berdasarkan Peraaran Pemnerinlab ind dapal dilalaksn apabila lenaga
honorer  tersebut memenuhi o syaral vang dileniukan,  balle ssaeal
atininigieall’ maupun svacal lan yang dilentukan dalsan Peraturan
Fernerinlah il dan persluram peronedsrg- urdangan Loy,

Berdasarkan Terpiuran Poanerintah ind, ditlcnoukan prioritas jenis Lemnags
humorer wiang tapal dianglal mengiadl Calon Pogirasn Noegerd Sipdl. Doilkiam
JUA UTULATL priorilas usis don mess bekerjs schugsd Lemaes hooeoros vang
alkan  menjadi poriimbongan  <dalam pengsngkalannya  mcnjadi Calon
Moegawnl heger Sipil

Tenaga honorer atan vang  sejenis vang dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah ini ternmiasuk suru bantn, gura honorer, surm wivata halotd,
pemawal honorer. pepawal koentrak, pegawal tidalt tetap, dan lain-lain vane
sejenis dernygzan i,

PABRAL DEMI PABAL

Pasal 1
Cukup jolas.

Mgl 2
Culkup jelas.
Pasal 3
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Pasmal &
Avat (1)

Tenaga honorer vang ditentulean cdalam ayat inl menunjukkan
priotitas jenis tenaga honorer wang dapar diangknat menjadi
Calon Pemawal Negeri Sipdl,
vang dimnalosid dengoan tenagn toknis ainnra pasta bhuruf o d
dalam awvat ind addalah tenaga telonis wang bersitht operasional
dalam ranglon pelaksanaan tugas poloods mstanst dan bulkoan
renags tokmis adrministratif,

Avat (2]

Ponenlusn baalas uasia dihilorng sooopual dengan pengarnglilin
sehagal Onlon Tegawal Negen Sipil.

Peneniuan jurmnlab dan batas masa kerjs dibitung mulal sejak
penganskalan sebagel  lenaga honorer suanpal dengan 1
Desemler 2005, Dengan demilian jumlab dan Daas moass
Lera uoivl whun berildaithya diambabl [salu) tahun, dan
selerusnyi, apabils berlakurys prngenelosuin mergqadil Calon
Degavenl Megeri 2ipil soudap langsal 1 Degomnabotr Lalilnn anggaran

vimg hegalam.

Pasal <
Avat (1]

¥ange ditnaksudd detgsan

a. I¥siplin dan integritas adalah bahwa selama menjaci tenaga
hanorer melakulsan tugasia dengan bail: dan disiplin serta
mempunyvai integritas tinggl vang dibuktikan dengan surat
pernvalasir  olelhl atasan  langsungnya  serla disahlan
kebenarannva oleh Pejalxar Pembing Kepegawalan atan
pepabiat lain yang ditlunjul sekurang-kurangnys pejabat
sirulkiural eselon I1.

2. Kesehatan adalah tenaga honorer tersebut sehat jasmani
dan rohani vang cdibuktikan dengan surat leterangan daoci
dokier,

Trnmaga
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Trraga  honorer penyimdang cocat tidale oo yang
hrrsangkutan ledak schal jasmant dan mobani. Apalnla
dirleter moryarikan babees yang bersangkutan schat
Jasmant dan rohani, dapat dianekat menjacdi Calom Pogasaad
Negeri  Sipil  sepanjang  memenuhi  persyaratan dalam
Fergruran Pemerntah ind dan dapat melaksanakan tugas
jabatan vang akan dibebanlkan kepadarsea,

. Kompetcnsi adalah bahwa  wenagsn honorer leescbuat
meimpunyal perddidilan,  kecakapan, keahlisn, atan
ketersmpilan wang  sesual  dengsan jabslan esng akan
rliclued i kd.

Awil (2]
Bagl lenimga honorer Terlasarkon kelenloan pads ayval ind,
dissmnping  dilakuloan selelsi administratif, diwajiblean Juea
rengist Smerjaweaty dallar porlanysasan momgemal pengoelahuoun
Tatsl pemerntahan A lcpemerintahian TN Frevile, Jan
polalsanaantya torpisah dengan pelamear umoam yang bulom
tensgi honorer,

Axat [

Tengara honoter wang bemasia lebih tinggi dan faraa mempunsai
masa kega lehih banvak monjadi prientas portama wntuk
cdiangkat menjadi Calon Pegawad Memeri Sipil. Dalam hal
terdapat beherapa tenaga hanorer vang bemisia sama, tetap
jumlalb tenaga honorer melebihi  lowonean  formasl vane
tersedizn, maka dipricritaskan untuk mengangkar  tenaga
honorer vang memnyputyval masa kerja lebih ey al,

Paszal 5
Aval [1]
LInil pelayanan koscliwlan nilik Pemovinlaln veng dinakesurl
eialiamn kelenlusn mil adalabh Pusal Koeschalan Masvaraaloal

[Tu slocmrras).

1alam . .


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.781 114

SEFSNT =
REPUIL K 1Dl ESLA

- 3 -
Calam hal jumlah tenaga dokler yvang akan diangla menjadl
Calon Pegawal Megeri Sipil lebih botrvak deorl jumlab lormasi
viaarig leeannig, ek poeioriiay penganghkolan dilaloolian erhadap
merela vang memiliki usia sang paling 1tngei. Dalam hal
leersdapial beboeraps lemnags doklor yarg, berusin ssrng, mala
diprienilaskan untul merngangboil v IeIIpuTyHL ma s loergas
Tehih baryale sobmgai Poegasal Tudak Tetap ataun sehagai fonaga
humaoror.

Fernentizan  hatas  wsia terttingmi  dibhitung sampai dengan
penganzkatan sebagai Calon Pegawal Negerl Sipil.

Al [2]

Ml &

Culaugs jolas.

Avat [1]

Pentabapan inl discsuailszm dongan jumlah owonggan formeasi
Yang clitetaphkan Pamerintah dengan memperhatikan
kemampuan koeuangan nogara.

Aval [2]

Tasal v

Culaupy jelas.

Yang dimaksud deigan @

M.

T3,

Pasal 8

Obyekial adalab Imihows porseara lan peneangla lan leriags honorer
dan enags dokler dilskokan sesoal dongan svaral vang lelahb
ditentulkan dalam peraturam perundang undangan.

Transparan adalah babhwa hama lenaga honorer, lenaga dokler
dan persvaratan penpangleaian menjadi Calon Pegawal Neperi
Bipil dilslmakan secara terbulia dan dinmumlzan melalni media
vang  lersedis oleh Pgjalwml Pembina  Kepegawalan  yvaby
brrsanglkolan, schinggs dapal dinkses dan dikelaliol olch
Loyl ilaal.

Cukup jelas.

Pasal <
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Aval (1]

Culeuge joelian.

Aval (2]

Culouge jolis.

Avzal (3]

Culzup jolas.

Aval (4]

Culeuge joelian.

Tsal Lo
Axat (1]
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Mater pertnsmm wang distaploan aleh Tim Kaoordinast Thgkat
rasional dimaksudlkan untals mengetabui pemahaman tenaga
homoror mengenal tara pomnerintahan S kecpemerntabhan yang
bailr, digunalan schagal baban dalam melaloulkan pembinaan

selanjurnya setelah diangkar menjadi Calon Pegawai
pertanyaan  tersehur bukan merupakan
penvaringan untuk penentaan kelulusan,

Sipil,  Materi

Aval (2

Culaupr jelas.

Pasal L1
Culouy jelas.

sl 12
Avat (1]

Culaugs jolas.

Avat (2]

Culzup jelas.

Pasal 13
Culoup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.,

TAMDBAIIAN LEMPARAN NEGARA REPULBLIK INPGNIES0A NOMOLRE 3561

Megeri
ujian
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FERATURAN IP"EMERINTAH REFUBLIK INLWINESIA
NCUIMOIE A3 UAL LN 2007

TENTANG

FPERELDATAN ATAS PERATLRAN PIEMIEERITATT MOMOE 35 TAITTUN 2005
TENTANG PENGANGEATAN TENAGA HONORER MENJALI
CALOGN PLEGAWAL NEGEER] SIPIL

ITRMNCAM AT TLTAN YAMD MATLA ESA

FPEEEIDEN EEPULLIK [NDONESIA.

klenimlning o bwlvess berdasarkan hasil evalosasi alas pelalosansuin
Perairan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2002 entang
Panganglkatan Tenaga 1lonprer Menjadi Calon Pegawai
Megeri Bipil, heberapa ketentiion mengenai batas usin
dengan masn kerja, proscs sclelesi don ketenruan
Lainree, belomn ot mwenvelesadon progangleitan
Lenaga honorer imenjadi Calon Pegawal WNegerl Sipil;

b, batvea  berdassrkan  perliimbangan sebagabnans
dimaksud pada humif a, perhr mengubah heberapa
ketentuan dalaon Peratuaran Pemerintah Momar 48
Tulin 2005 dengan Persluana Prucrinlalg

Mangingnt 1 1, Pasal 5 sayat (2] Undang-Lndang IMasar Negara
Roeputalide Invlore iy Tuhiun L1945,

2. Undsng-TUnddang, Mormor & Tahon 1974 Lentang Polooli-
Poliole  Kepegiwninn [Loinbsirsn Moegamn Bepulsdlilk
Indonesia  Tahun 1974 Naomer 55, Tambahan
Lembaran Megnra Republie Indonesia Nomeor 30317,
sehamimuna telah dinbabh demgan Lodang Undang
Notmn 43 Tahun 1999 (Lembaron Mogaa Boepulslik
Indones=sia Tahun 1999 Nomor 169, Tanbahan
Lemmlbaran Wegara Republik Indonesia Nomdaor 3E00);

3, Lndang-Lndang ,

PRBESTUE 2 Bl a0 b KEPEDS WA T R R A R
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Unilamg-TTIrulimg Baomor 32 Tahuan 2004 tenlang
Permmerintzalin Dacrah (Lembuinann Negora Bepuldlik
Indonesia  Tahun 20034 Nowmor 124, Tambahan
lLembaran Megara Republike Indonesia Nomor 4337,
schapaimana telah dinbabh dengan Lndang-Undang
MNommar 8 Uahuan 2005 rontang Penetapan Peraturan
Pemerinialy Pengeganll Undang-Undang Noowe 3
Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang | Lembaran
Megara Hepublik Indenesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tamtwihan  Lombaran Negara Bepablik  Indonesia
Norrun 151 8);

Fermslumn Poinennlah Nomor 97 Tahor 2000 cenlang,
Formasi Pegawal Negeri Sipil  (Lemlxaran Megara
Fepullile  Indonesia  Tabun 20000 Noowor 194,
Tambahan lLembaran Negara  lepuablilk Indonesia
Nowmnor 10138, scbhagaimana telah diunbkeb o dengan
Perslursn Temerintah Noooor 540 Tahan 2003
[Leinbwirian Mogams Fepublils Inedonesia Tabon 2003
HNomaor 122, Tambahan Lembaran Megara lepublik
Imdonesia Mamar 4352);

I'eraturan Pomerintah Nomoer 28 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawal Megeri Sipil [embaran Neaara
Ropobilils Indimiesia Talwn 20000 Nouor 195,
Taunlsahan Lemlaran Megoara Bepublilk  Indonesia
Nomar Mg, sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Moot 170 Tabhan 204062
[Lembaman Megara Lepublik Indonesia Taban 2002
Moo 31, Tammbslwin Lembenan Negioars Bepulsdik
Indonesia Nomor 3 19:2);

Peramuran Pemerintah Momor 9 Tahun 2000 tentang
WETENANE Pangangloatan, Pemingdahan, dan
Pammberhentian Pegamasad hegeri Sipdl [Lembaran Megara
Reputalidls Incdonesia Tolwn 2003 Nuomwne L5, Tamnbaban
Lennbsaran Megaryg Bopulilik Indonesis Noomn 4203,

7. DPoermaiuoan . ..

2012, No.781
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7. Hergmuran Permerintah Momor 482 Tahun 2005 tentang
Penganglotan Toenaga Honorer Mengadi Calon Pegassai
Negori Ripdl (Loembearan Negqara Republile Tndonosia
Tahun 2005 Nonar 122, Tambxahan Lembacan Negara
Eepulxlils Indonesia Nomor 4201

MERUTUISHAMN:

PEEATUEAN  FLEMIERINTAH @#TENTANMNG PEEUDAHAN
AlAs PEEATURAN PREMEERINTAH NOMOERE 48 TAHUN
S TIENT AN PENCGANGEATAN  TIRMACGAY TICINCHES R
WFPGIATID CALCN PEAIAW AL NITCGRER SR,

Faszall

Deberapa lketenlnian dalaun Peraluran Pemmerintal Moo
44X Tahun 2005 tentang Penganglatan Tenaga [onarer
Monjadi Calom Pegossnd Meger Spdl (Lembsoran Negara
Eeprublik Indoniesia Talwn 2005 Mnoor 122, Tambaban
Lezntsanan Mosgars Repoblik  Inclonesis Domer 4561)
dinhah sebagai herikut:

1. Eeleniudnn Pasal 3, Pasal 4, dan Famal 5 dialuah
sehingFa bethbunyi sebagal berikur:

“Pasal 3
(1] Pengunglalan enzgs horunor menj@dli Colon

Pemiveial MNogorl  Sipdl  dipriornlaskon bagl yang
melaksanalkan (ugas sehagsi:

f. LG

Ir. tenaga  kesehatan pada savsne pelavanan
loezehatan:

c, tenaga . ..
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o, enagn peayuhah di hidang  permanian,
prmikanan, potemalomn; dan

d. menaga teknis lainnva vang sangat dibutuhloan
emerinta,

Penganglatan tenaga honorer  sebagaimans
clivizadesoed prasela sovaan (L) diedasarlesnn paadia:

4. usia paling lnggi 44 [empal pulub ensin)
tahun dan paling rendah 19 [sembilan belas)
tithun; dan

Ir. miasa kerja selwigal lenaga honorer paling
gsedikit 1 [satu] tabhun secara temis meanetus,

Masn  kerja ferus o mensras sebagaimans
dimalesug pada avar (2] hamaf b tidak berlaloa
gl dokler yvoang lelah sclossl incergalisng inass
bralatl sobraasnd paossiweial 1ilisle 1alap.

Pazal 4

Penganglalan lenags . honorer schbagainats
dimmulisul dalam Pasial 3, dilakolosan mowelslod
pemerilosaan kelenglapan adminisirasi

Pengangleatznn Lergn honworor yang mwinenohil
keleniuan sehagaitmang dinalksud patda ayat (1],
diprioritaslaan trapi Lenags honorer  yang
mempunyal masa lera lebih lama atou yang
usianya menjelang 16 ernpat paluh enarm] tahoan,

Panal 5. ..

2012, No.781
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Pasal &

Daktor wmg telah selesad atau sedang
rrieliksarialian Lugas schbeigil pogaval lidale Lelags
atan sebemssl  lenoga homoer pals s
pelavanan  kesehalan milile pemeriniah,  dapal
diangkar menjacli Calon  Pegaswai Megeri Sipil
sctelah melalud pemerilosaan Izl ngleapan
administrasi sehagonimang dimalsod dalam asal
4 aval (1], anpa memperhalikan masa balkl
sebapal peawal ldal: letap AlAan measa keria
selagal tenaga honorer, dengan lzetentian:

d. usan palng Linggl A6 empal puluh emsr)
lahur; dun

b Bersedia beliepja pada daerah dag falad sarama
pelavanan kesehalan lerpencil atan lertinggal
paling kurang 5 (lima] tahun,

Barana pelavanan kesehsian di daerah terpencil
atau i darmah tortingeal sehagaimana dimakzsued
pinda arat (1] haraf boditctapkan oleh Hupati ataa
Wealikols  selempil berndasarkon kolerin yang
distur olel Menern Keschalan ™

Penjelasnn Masal 6 diotsily sehinges bherbonyi mengj:ili
sobsiganingrng lersebul dialam Pengjelasan iasal 6.

Eelrntunn Pasal L0 dibapuos,

Ketentuan Fasal 11 diubah sehingoa herbunyi sebagai
bkt

Pasal 11...
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“Pasal 11

I 3iama FaANg diperhikan hagi [relaksanaan
penganglatan tenaga honorer menjadi Calon Pemawai
Mogoeri Sipd]l berdasarkan Porartuaran Pomeaerntab ind,
flitebambzan padac

. Anggaran Pendoapatan don Delanja MNegara bagl
temaesn bomover di instansi puaat; dan

b, Angzaran Pendapatan dan Delanja Daerah bhagi
Lenaga hnorer di instansi daerah,®

S, DI anlara Pasal 13 dan Pasal 14 disisiplan 1 [saty]
pasal. yakni Pasal 132 berlbunyi sebagai beriloat:

sl 13A

Peraturan perurelang-undangsn vang mengalur
entang  penganskatan  dokter dan bidan  sebagad
pegawal  tidak  tetap wvang  berlaku sehelum
diterapkannya Peratiran Pemerintah Komar 45 Tahun
20005 tenlang Pengangkatan Tevsgs Homunor Moengssh
Culon Pogawal Nogorl Sipil, separgong belumn diganid
dengan peraluran perundang-undangan, dinvatakan
tetap berlakn.”

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai herlaku pada tangzal
diundangloan,

AT L.
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Apar e llapy  orHIg  mmengolalioines,  wemerindsabhikan
perpundangan Peraaran  Pemeriniah ind dengEan
penempatannya  dalam  Lembaran Negara  Repahblik
I amcsiz,

Litetaplian di Jakaita
pada tangzal 23 Juli 2007

PIESLIIEN REPLBELLK INIMESLA,
Ll

DE. H. SCEILO BAMBANG YUDHOY MO

Niundangkan di Jalarta
pada tanggal 23 Juli 20007

RS TRERL L RUR 1AM [TAK ASAR] MANLIELA
RETFUELIK INDNINESLA,

1eed.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPLRLIK INT2ONESIA TATTUUN 2007 MOMOR 91

Balinan sesual dengan aslingg
SEKEETAERTAT NECARA EI
Kepala Liire Peraturan Perandang-undangan
lHidang Politik dan Kessjahteraan Halkorat.

ttd

Wisriu Solidwail
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FEMJELARAN
AlAE
PEAT U REAM PR DETNTA T HICPLUILI TN RN SN
NOMOL A3 TALILN 2007

TENTANG

PEREUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 20405
TENTANG PENGANCQLATAN TENACA HONOEEE MEN.JADI
CALON I'EGAWAI NEQERI SIFIL

IRILTR

Dengan berlakunya Reraltran Pemerintah Nomer 38 Tahon 2005
Lenlang Pengangloaian Tensgs Honorer Menjadi Calon Pepawal Nepeli
Sipll, Pemerintab telab melakuloom pendaftaran terhadap semna tenaga
biomeorer dan folabh dilaksanakon . pengisian daftar porranssaan.
Sclamgutnya, Pojabat Pemhbing Kepopawaian tolah mengangkat sehagian
Leriags honorer wenjadi Calon Pegiwsl Negenn Sipd di lingkongasrnys
unik mengisi brnasi vang loworg dalaan lahun angeEaran 20035,

Berdasarkan hasil  ewaluasi atas pelakssanaan Perataran
Moerperinialy Momoer 48 Tahon 2005 wersebol dan uniok kelanocanan
pelaksanaan dan penvelesaian pengangkatan lenags honorer menjscll
alen Pegawal Megeri Sipil, perhal mengubah heberapa ketentuan dalam
Feraturan Pemerintah dimealkosad.

Pada  prinsipnya beberapa kelteninan  vane dinbab o dalaan
Peraturan Pemerintgah Momar 48 Tabhun 2005, antara lain mengenai
penentuan  usia yang  dikaitlan dengan masa kerja.  kewenangan
ponentuan acrab lerpaeneil o slag wninggsl  odan krilevionss, oserle
pornbeluanan biavs pelalosynaan pengangkaloan leoags honorer mocngaddl
Calon Pepawal Negerl Sipil.

palam eraturan Pomerintab ind ditegnaskan beborapa bal selsigai
baemilinl:

1. Tenghasilarn laonags homworer dar Ansgaran Pendapelan dan Beliangyg
Negary fAnpeyruan Pendapsatan dan Belangs Daorab adalah
penghasilan pokek wang secara tegas tercantum <alam  aloloasi
belanja pegawaifupab pada Anggaran  Pendapatan  dan  elanja
MNegzoa S Anggnan Pendapatan dan Helanga Dacrah.

I ®ilem . .
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alam hal penghasilan tenagn honorer tidale seears tegas torcantnm
dalam alodoisi beloyga pegawraifupah poda Angearan Pondapatan dan
Oelanja Wesara/Anzparan Pendapatan dan Belanja Daerah, maka
Lenaga honorer lersebul lidals termasnls dalaan pengertian dibispead
aleh  Anggaran Pendapatan  dan Belanja  MNegora/Anggaran
I'emelapatan dan Helings Dxaerah, Misabnwn,  doana Banroan
upeniasinnal  osekolaly,  bantoan alao sobsidi ook keglalan
pembinsuin oy, dileeluarkan dari Anggana Pendapaan dan Belangy
NMegara/ Anggaran  Pendapatan  dan Telanja 1dasrah, atau yang
dilviazai dari retribusi.

2. Instarsl praocrindah adialiahe

a0 Tnslams pornerintab pusal eang orgamisasnys dilelapkan dongan
Povaluran FPresidon oo Salao DPojaten Pombdrg Kepogiwnlan vang
borsangkulan scliclah mendapal perseigjuan eriolis dari Meneri
vang bertangrung jawal i hidang pendavaguanaan  aparanir
negara.

b, Instansi pemerintabh dasrabh yang organisasi ataa perangkar
caerabhmya  ditetaplem dongan Poraturan Daerabh berdasacloan
prodinan vang dialor dalain Pevaloran Temernatah.

Dalam Peraturan Pemerintah ind badan usalia milile negara, badan
usaha milile daerah. loperasi pegawai, sekretariat Kotps  Pegaowali
Republile mdonesia, voayasan, des, Romite Olabraga Nasional Iindonesia,
Divean Henyjinan MNasiorinl, Dlhwarmuy Wianita, Palang Morab Incdonocsig
dan sebagainva wang sejenis, ddak ermasuk pengeriian  insiansi
pemerinlah pusal alan nstansi pemnerintat dascah,

IFASAL 13EM] 1PaS5A],
Thamzal 1
Fasal 3
Anizal [L)
Tenaga honorsr vahg  dieentulzan dalam a&aal ol

menunjulktkan priomitas jenis tonagd homoror vang dapar
dlinnalcat menjaedi Calomn Prgawal Meger Sipil.

Tenaga ., . .
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Trmagn leknits Lty peacda harul O dialiamn seeiat inid sadaliah
lemiags Lolkmis yang beorsilal openDasional dalam ranglks
pelalosanasn ugas pokok instansi dan bukan  lenags
ad ministratir,

Awat [3)
IMaruf a

Penentuan usia dalan penganglalian lensga honorer
menjadi Calon Peogassat Boegeri Sipl o untuls mengisi
formast tahun 2005, berusia paling ringgl 16 [ompar
pulub enain) sbiun dan poling remcdshs 19 (semthilan
bzl taliun peaeda 1 WJanoan 2006, dengasn kkelenloan
batas usia paling rendah setiap tahun ditambah 1
[satu] tmhun untuk pengisian formasi setiap tahun
barriloutiya sampad dengan thon 2008,

ITuruf b

Penentuan masa kerja selmgal lenaga honorsr nntul
mengisi formasi tahun 2005, wempunyal masa keria
paling  sedikit 1 (satu| tahun pada keadsan 31
Desemmiler 2005, denesnn ketenluan mass keojd paling
reruliah mellsp hon ditsoonbaeb L o[ssia] talhwon unlok
pengisian lormasl scuap tahon berikulnys sanpal
dengan tahun 200,

Dl hal Levedapsal lenagas luononer vang moeimpunyal
masa kerja terpumus. maka vang cdilbitans penuh
sehagai persvaratan dalsom penentuan pengangloatan
tenaga honorer menjadt Colon Pogaessad Megeri Sipil
ilalall weise orjn leralihir secira Lous mencerus.
Maga kelja sebeluminya akan dihiiang sebagal masa
kerja golongan dalam menelaplan @aji pokok.

Anzal [3)

Khusus hagl Dalkrer yang telah selesat menialani mesa
Bkl scbwigin pogansal 1dak lelap,  dwn peadia saal
berlaluny:s Prrnluran Poincriniab Nowoer 48 Tahon 2005,
telah menjadi tenaga honorer pacda sarana pelayvanan
kesehatan instanst pemearintabh, meskipun masa kerjanya
tidale forus mencrus, maks masa levja schagad poasi
Lidak tetap dihiang penuh unk  persyaralan
pergEanskatan sebagad Calon Pegawad Negeri Sipil.

Pasal <+, .,
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Avar [ 1)

Tenaga honmarer vang memnpunyad masa kerja lebib banvak
metjacdi pricritas pertamna untule dianglsat mengadi Calon
Pegawnl Wegerl Sipil Dalam hal lerdapal beberaps lenags
honorer vang mempinyal masa lkkerjpa varug sama, Llewapi
Jumlah tensga honorer melebihi lowonean formasi vang
torscdia, maks dipriomtaslan antuls menganglst renaga
hermerrer varag baeru sz lehih Linggl.

Dalzun hal  ierdapal  ensga honorer sang asianys
menjelang 3 jempat puluh oenam| tahun, maka oo
hersangloatan menjadi prioritas pertama untuk diangkar
mengadi Calon Peogawend Negorl Sipdle Pengertinn Smonijelang
umid 46 [eropl puloly etian) tahon® saiio apalala dalain
tahun  anggartan  berjalan  yaog  bersangkutan  dal
dianglal menjadl Calon Pepawal Meperd Sipil, maka untuk
tahun  anggaran boerilootnya menjadi tidale aemenahi
sveat untuk dianglkat menjadi Calon Pegaweal Megeri Sipil
kurerua lelabh berosia lebib i 460 (cmmpat pulob crss)
tahiun,

ATET [2)

Pazal &

Cukup jolas.

At [1)

Pada prinsipnya keleniuan ini menghendaki agar selagpn
sarana. pelavansn kKesehatan instansi pemerintah memiliki
tennaga dokter  sesuai dengan standar  kebutuban
koselilan masvaralkal, Hal o oam dimaksudkan anlolk
meningkaalan derajal kesclun masyinalal, Unlule i,
penenilan 1Al ssrans pelavanan kesehalan  insoansi
pemetintah vang  letaknya  terpencil arau tertinggal
iliserahloan lecpzda Hupati fwalikota clorgnn
memporhatilkan  kritena woang ditetaplson aolech Monten
Koschalan.

Fenentuan . ..
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Ponemiludan sudle sy poelavanan keschatan lerpenctl
dlan Lerlirggasl boerdasarlon kelentoarn ool didasarkan padas
Lnpkat kesulitan vang ada pada anasing-masing daerahb.
Itengan demikian, kriteria. sarana pelayanan lkesehatan
forpenaeil atau tertinggal antod saru dacrabh dengan dacrah
lin mengilo il karakteristils dan kebutuboan daerah.

Phalcter yanig dapat dianglat schagad Colon Peogammnd Moperd
Siprl lialamn ketvcnlunn ind sdalaly doelier varng selbeloon s
pacda saal helakunys Peraluran Pemeriniah Nooor 48
Tahun 2003 elah selesal alau sedang inelaksanalaan lupas
selxagal pegavadl tidalk tetap atan sebagal tenaga honorer
micdin marana pelavanan loesehatan instanai pomerintal.

Aneeal [2)

liagi Provinsi Daerah Khusus [bulota Jaksota, penentuan
sarang  pelayanan  lesehatan terpencil atau  tertinggzal
ditetaplomn oleh Cuboermouar.

Pasal &
Awat [1)

Protahbapan il disesosiloon dengoan jumlab loworggan
lornasi VEDD dilelmplaann denman memperhalikan
kemampilan keuangan negard,

At [2)

Tenaga honorer wvang bekerja pada instanst pemerinlah
dan  penpghasilantya Ldals dibiaeal  oleh Angesran
enddapatan fdan Belania Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah, bara dapat dismglst menjaadi Calon
Prgerwsl Negerl Sipil apabila sermmod wenaga honerer wdng
dibiaval Anggaran Pendapalan dan Belania Negara dahn
Angrparan Pendaparan dan DBelanja Daeralh selurabnga
gecara nasicnal telah diangkar menjogli Calon Pegawal
Negoeri Sipnl sebeloin Tahun Anggaran 2009

Nengan |, .
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Irengan demikian, apabkila masih terdanpat tenaga honarer
yiang dibimyal Anggaran endapatan dan Bolania Negaa
dan Anggaram Dendapartim dan Belanja Thierah helham
diangkatl menjadi Calon Pesawal Mepern Sipil sampai Tahun
Anggaran 2000, maka tenaga honorer yvang tdale dibiaaead
Angearan Pendapatan dan lielanja Megarta dan Anggaran
enddapatan dan Belinmja Tkierab tidak dapat diangkar
sobaagaal Calinn Pognwead NMegerl Sipal.

Apahila sebelum Tahun 200% secara nasiocnal tenages
hemarrer yamg ditdayrai Anggoran Pendapatan dan Belanga
Megana lian Angsansn Pendapalan dan Belangs Dacrah
Lelaly melesal scluroloys disnaglssl sehbagal Colon Pogavwal
Megerri Sipil, maka tenaga honcrer yang tidale dibiayai
Angmaran Pendapatan <dan lielanja Megara dan Anggaran
enddapatan dan Belanja Dacvab yang bekera macda
instanst pemovintah o dapat dianekar menjadi Calon
Pegawal MNegeri Sipil sesual dengan kebijakan nasional,
berdasarlean  lormasi, analisis lkebutluhan riil, dan
kermampuan keusngan negara.,

Pa=al 11

ILATH

Pasal 11

Culoar jolas

134

Feraturan perundang-undangan yangs mengatuar tentang
penganglatan tenaga doloer cdan hidan sehagai pegaseai ticdak
ferap wang berlaka smehehomn ditcraplamnsa Permataran
Pranevinlah Noonor 48 Tahior 2005, waila:

. Repotusan TProsiden Nomor 37 Tahon 1991 wentang
Pengunglaalan Dokler schsvgnl Pegawial Tidal: Tetap Sclarms
Masa Liakti: dan

. EKepulusan Presiden MNeomor 23 Toahun  19%4 entang
Pengatiglalan RBidan selagal Pegawsad Tidak Tetap.

Culkeup jolas.

TANEATTAN LA RA™N MEIDCATRA REPLTILTR TMTAN TS MO 37473
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MERATUIRAN PIRMERINTAH RROULLIK INT3OIMNESTA
NOMOR 50 TaH Y 2012
TRMTANCG

PERUBAHAY KEDUA ATAS PERAIUIRAN FEMERINTAH NOMOR 48
TAHLN Z005 TRMTANG PENGANGRATAN TENAGA HONORER
MEMNJATIT CATON PEGAWAL N2GERT STPIL

DERGAN RAHMAT TUHAN YANG MaHM BSa

FRESIDEN EEPT LK INOOMISTA,

Menizrbaate 0 s babwa  Jalam Peraturan Pesnerintah MNomor 45
Talin 2008 *enta N Penganglatan Teztaga Honorer
Menjadi Calon Pegawai Nogerd Bipil sobagsimana te!ah
diubak  dengan  Terstiran  Pemerintab Lotnor 43
Tathim 2007, antara lain mengatur mengenal ketentimn
pengangkutan tenaga Lhunorer menjadi Calon Pegawai
MNezeri Sipil dilslodksn  seozra berrabap mulai Tohun
Anggaran 2005 dan poling  lambat  selesai Tahun
Anpyaaran 2003, )

b, bakwe dalam kenvalamra selelah dileloskan evaluasi
sampal dengan Tabun Angga-dn 2009 masib terda pac
Tenagn  hoooror yang  memenuhi grarat  Peratluroon
Pemcrintalf Momor 48 Tahun 2005 sebagaimana teluh
dicah  dengan  Peratirm  Pemerintah Nomor 43
Taban 2007 detapi  belormn  disngkat sebuaond  Calos:
Pepawai Megeri Sipil;

. o Beea herdunarkan Pertdmtangnn schupaimeania
dimialesud  dalam bt o dan Ll b, rerln
menetaskan Perabiran Pemerintah tentang Derubaboan
Kedua  Atas - Peraturen Pemorintsh Kotnor 42
Tatuin 2005 tentang Tengangloatas Tenags Honorsoer
Menjadi Colon Pegawad Magen Sipils

Mengingat t L. Pazal 5 ayat (3} Undang-Undang Dasar Megara Kepublic
Indonesia Talien 1993;

Lo Undang-tndang ,
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Uncang-Undarg Nomor ¥ Talum 1074 tenlang Polook-
FPukok  HKepegawaiun  {Lemburan Wegara  Repuhblik
Irdonesia Talnin 1974 Momor 23, Tambahan Lembaran
Megera Republik Indonesia Nomor Aidt], sebagaimans
telall  dinbah  denpar Undang-Undang  Nomer 43
Tahvm 1990 [Lernbaran Megara Republik Indonesia
Tehiza 1999 Womar 169, Tambaban Lenibaran Megara
Ramisdile Iiwdoaesia Komos A0}

Lincang-TTndang  Norer 32 Tahun 2004 tertalin
Pemesintahan  Daerah  [Lombaran Negara  Republik
Inilonesia Takun 2004 Momor 125, Tambahan Lemlbsrar
Megara Repablik Indonesis Neme- 4437), schapuiming
lelah dus kali dinbah teraichiy dengan ndaneg-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 [Zembaran Negara, Repullik
Inconcsin Tahur 2008 Naomor 59, Tenubahan Lembiaran
HNegara Reputrlii Indonenia Nomaor S 5aA);

Peraturan Pemerintahi Meomar 97 Tahun 2000 reptang
Formasi Pegawsi Nogeri Sipil [Lembaran Meparn Repuhlik
Inddonesia Takhun 2000 Neroor 194, Tambohan Lembarcai
Svgara Hepublik Indsnesin Nemaor 4015 sebagaimana
tzbah dibab dengan Peraturan Pemcrinlal Nomor s
Tuhun 2003 {Leinbaran Kegura Republik  Indoneain
Tabun 200083 Nomor 122, Tambahan Lembaran Megaro
Republik Indenesia Normor 43220,

FPeraluran FPeruvrintahh Nomor 98 Tabun 2000 tentang
Focnganlaan  Pegawai Meperi  Sipil  (Lembaren MNeps=—n
Eopublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambal:un
Lemberan  MNegara Republils Indonesin Nomor 4013}
schagalniana tclah divbah dengan Peraturan Pemeriniah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran NMegara  liepublile
Itdenesia Tahwan 2002 Moioer 31, Tambahan Lembaren
Nogara. Republile Indonesia Nemor 4192);

&, Peraturan .
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8. Psraturan Perrerintah HNomior 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Peagangkatan, Pemincahgar, datr
Femberhentian Pegawai MNegeri Sipil {Lombaran Megara
Republile indonesia Tahun 20058 Nomiae 15, Tambabans
Lembaran Negara Republis  ndonesia Nomor 4263)
sebogananns telah diulals dengon Perazucan Pempetintah
Nomar 63 Tahun 2009 {Lembaran; Megara  Repullik
Indonesia Telum 2009 Nomor Lod);

|

Peraturan Pemerintoh Nomor 48 Tahur 2003 tocnrang
Peogangkelan ‘l'enasa Honorer Menjadi Calon Pogawas
Megeri  3ipil  [Letnbarvan  Megpura Repulblilk  Ivdonesis
Tahun 2007 Nomor 122, T=mbalkarn Lumbarsn Megora
Republile Indoneziz  Nomor 45331} mecbagaimanys, telah
diabzh  denpgan  Peratursan Pemerintah Normor 43
Tabiun 307 . {Lemnbaran Megara Republih  Indornesis
Tahwa 2007 MNomer 91, Tambaban Lembaran MNegarm
Reallik Indonesia Jomor 4743);

WS T TS EATN:

Menetaplean : MERULAHAN EBDIUA ATAS DPERATIIRAN FEMERINTAN
MOMOR &8 TAHUN 2005 TIKNTANG FRENGANGEKATAN TENADA
HOMNORER MEMIALI CALGY PEGAWAL NEGERI SLPIL,

T'asal T

Seberapa ketenlusn dalam Peratusan Pemerintah Nc:-mlm' 45
Talhue 2035 wentang Pengonglatan, Tenags Honorer Menjadi
Calon Pepawai Negerd 'Sipi] iLembaran  Megara Republik:
Indemesia Taliun 2005 Jomor 122, Tambahan lembaran
Meparn Kepublike Trdotiesia Nemor 4561) scbagmimans telah
diotamh donman Peroturan ]":’.merin't:ah HNomor 42 Tabun 2007
(Lemabaran Megara Republil [ndonesia Tabun 2007 Nomor 31,
Tambaban Lembaran Hewuara, Repulilik Ttdonresia
Motnar 4743, ditibeh sebagai Berikue :

1. Penjelasan . . .
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Penjelasan Pasal 3 avat (2) diulas schinges Lerbung
meniadi =ebagoimana  tercantiim dalarn  Penjelasar
Pazul 3 avat (2) Perariren Permerintah .

Fetentaun PMasal 4 cliobah Ashinggs berburyi sebagai
berikouar:

Pazal 4

(1] Penganpkstan lnapn honcrer Yang diblayvai dard
Anggaran  Pendapslan dap Berlaoja MNogara  oden
Anpearan  Pendapatan dan Lelanja Decrals,
dilakulkan  melalni pemeriksann leelcripbeapar
administrast  setclab dilakikan vorifldessl  dan
validosi

{4} Pelalsannan vorifikasi dan validasi seluimanany
dimabksud  pada  ayar {1 dilakukasn  oich Tim

Verilikasi cden Validasi yunp dibenluk alch Fepala
Bzdan Hepeguwaian Nepura,

Ketenluzn Pasal 5 dinhah sehingga  berivunyi scbapai
Denioat:
Pazal §

{11 Dwrkter yong telah sslesai atau secdang meleksanalan
tigns sebagal pegawed  tiduk tetos wisu  sebagad
lemaga honorer puda fasjlilas pelayanan kesehalun
milik pemerinah, dapat dianglszt menjadi Calan

Pegawai Negerd Sipil serelah melalud Fomerilkeaan
t—:ranglﬁa_pa:n ﬁdl[llnls-\rﬁa]

2] Penganplkatan schagaimana dimabisud pads ayaL (1)
dilakitkan tanpa memperliatilean masa haloi sebagai
pegawal tidak tetap alall masa kerja sebagai tenaga
Lonorer, dengan ketontuean: '

A 1183 .
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2. usia paling tingpd 46 [empar ualub enam) ahin:
dan

b, bersedia  hekerja Ipada [asilitas  peloyarun
keschatan  di  dacrahk terpencil,  tertinggal,
perbalasan atair  terapat vang tidak dininas
Paling singkat 5 (lima) talwin.

(31 Fagililas pelayanan keseha'un di daerszh terponeil,
tertinggzal, perbatosan  atan tempar yang  tidal
dimivali  sebagaimana  dimalesad pada awxat 2
bareif b odilctapkan oleh Gubernur, Dupat’ stan
Waliketa selempar Lerdasarkan keriteria, wang diatw
alch menterd  yang menyelengparakan 1rason
pemerintzhan di bidang keschatan.

4] Tenagn alli lertentod/khusus rarp dibutuhicn oleh
negars telapl tidak tersedia dj kelangan Pegawad
MNegeri Hipil dapuat dianglan menjudi Calon Pogaweai
MNegeri 5ipil dengan ritetia:

2. usia paling tingpi 46 {empat palub enam) tabning
dazi

b. telah  mengabdi  kepada - nepara sckurang-
kurangnys 1 {setu) rabmn pada 1 Januesi 2006,

(2] Penpenploatan tenzga zhh terten o/ lhusns
schagaimana dimalesud pada ayar [} ditetapkan
denpsn Keputussn  Presiden  otas persehijnan
prinsip menterd  yang meayatenggarulan kb REAST ]
pemenmtahan di hidang Semdavagunsan aparatur
negarn selelah  mendapat pertinciangan  tekais
Kenala Badan Kepegawaian Negars,

(5] Pengangkatan Dalter dan {naga ahli
tertenluf lchusus mc-n_iadli Calon Pogawai Negerd Sipit
sebagaimena dimakeud pads ayat (1) daz ayat (49,
ditabukan sampai dengan Tahun Anggaran 2014,

A TFotoarsdsame-
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4. Keteniuan Pasal & diubah sehingga berlunyi seleagai
Berikut: :
Fauual 6
(1) TPerpgsngleatan tenagn honorer yanuy penghasilannys,

dibizvai  dori Angparan Pendapeiain dan Eclania
Megara dan Anggaran Pendapaton dan Belanga
Daeral  meujadi Catan Pegawai Hegerl  Sipil
berdasarksan  Persqursn Temerintah ini diledounlian
secara hertnhap dan seeuaj dengan kebunahan dan
kernampuan keuangan negara mulai formeas Tatbian
Anggarsn 2005 sampai dengan  fmmoasi Tahun
Argyearan 2012,

Pergenghatan tenags  betorer  menjadi | Calon
Peguwat  Megeri Sipil  wntuk formoas Talinimn
Anggarsn 2012 soliagaimany Aimalesied Dada aval [1}
diletapkan pada “shun angEaran beralan.

Tenaga  honoser  yang bekerja  pada  instans
petnerntah dan penghasilannys ridak Sibiayai dari
Anggarsn  Pendapatan dan Relania Meopsra  dan
Anggaran Pendapartan don Eclanja Daerah dopet
dianglat menjadi Calon Pepawai Negeri 3ipll sesuai
dengan  kebumihan  dan kemampuan  keuanpan
vepara berdesarkan focmasi sAWed denpan Tahun
AngEaran 2014,

5. 121 Aantary, Yasal 6 dan Pagal 7 dizsisiplkan | {satu) Pasal,
¥akni Pasal 6A berbunyi sebaga’ heriloar :

il

Pasal &Ba

Penpanpkatan. frnapa hanorer gebapgaimana
dimaksud catamn Pagal 6 ayat (3] dilaboikan melslui
pemeriksaan kelengkapan adminiztrasi dan lulus
selclesi wjlan cortulis Yompelensi desar dan
kompetensi bidang sesama tenapga hnnarer.

[2Y Bulolems | ., .


http://www.djpp.depkumham.go.id

[Z)

(3]

135 2012, No.781

P CS e g
RECPUILIN IMIORESE| A

-7 -

Selebsi uvjian te-talis oupetensi dasar  sesamg
enaga honorer sebagairmana dimaloseg pada qyat (1)
dilakzanalan 1 (sati]  lali dengan materd  Tes
Eompetensi Disar {TKD] berdasarkan ldsi-kisi vung
ditetaplean oleh Pamodntath.

Pernbuatan soal  dan Prigolahan Lusil  wjian
karmmpetens dasar  dilakvlean  olsh konsorsiumn
Perguruan Tigei Negeri yvang dibenmk oleh menten
yang menvelengzarakan urusan pemesintahen di
bidang pendoyepunasn Aparatir megars  bersazny
enetEry VA menyclengearalkam LTTLEAIY
pemerintahan di bidang pendidikan.

Pelalesarean ujizn teriulis di linglouagan  jnsta poi
Pasal dan  proviecs! dilatesunakss  oleh  Pejaba
Peonbing Keprgawaian masing-masing, sedanglkan
umrtik lkabopaten/kota  dikocrdin astkan olsh
Gubermiar  sclakua wakil pemerintah di wilayals
Frovinsimya.

Penentiian  kelulusan  baysd tendgn henorer yarg
mengikutt selelesl Ljian tertulis lootnpeetenst dagar

-sebagaimena dimalesud  para aral (2} ditetaplan

berdasarlan nilai ambang batas Telulusan [passin_é,.‘-
gradel  wany  ditetapkan  olenl menter] Yang
menyelenggarakan wusan pemerintabam di Lidarg
petidayasiioasan aparabir Negara atéas pertimbangan

menreri yang menyvelenpraralan risan
pemerintahan i bidang  pendidikan dengarn
memperthatikan pendapat dari konsoursinm

Pergurian Tinggl Megord,

(6} Penpiimumean . .,
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(5} Penpumuman leehulossn ujien tertalia kompotensi

{7]

(£

dazar dilalnztan kemmmteriaz Fong
menyelenggarakan urusan peraerintahan di bidany
Pendaynpluaan aparature oe gara berdasarican nilai
nasil wjtan yaneg dielzh oleh konso it Perpraroan
Tinggl Megeri  dan ‘metmperttnhanglean maso
pongaladian tenags honorer ¥ErE berzangbaitan,

Tensga honorer yvang dinyatakan lulos Lpiae Lertulis

kampetensi dusar dilaioiken res karapetenai bidung
(prefes]  denpan  memperiim bangkan  dedikasi
ditetankan aleh MARINE-TNASy instarsi

bordesarka nateri wjian dari instansi presmibinc

Jebatan Mings’onsl.

Terzags honorer yang dinvatalan  Talues ujian
sehagaimana dimaksud pada ayat {7) dapat dizegloat
rrerjadi Calan Degawai Megeri 3ipil berdasarkcan

jumlabh  dan  kualifilkasi formeasi sampai  dengan

Tabhiin Anggaran 2014 wang ditelaplen oleh menler
yang menyelengparakan urusan oemerintanan o)
bidang peoudayagunsan  agacatur negara  donpan
tetan  memperbathkan bebutulan organisazi dan
edistribusi sesta komampust ko langall nerara stas
peadapar dat menteri Fanr menyclenggaraksn
Urisan pemerictahan di bidang keuangan,

Teraga honorer yang  dinvatskan  luh ujian.
sebagairmiana  dimaksud  pada  ayat By letund
kemudian diketahui tidak memenohi persyaratan
administratif yding ditentoksn tidak dapal diangleat
alau dibataikan menjodi Calen Pegawai Megor Sipils

T Hal If

Poraturan. Pemerintab “ini mulal berlala pada  langgai
divndangkar.

AEAr . ..
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0.
Agar cetlap SUEATLE mengetabicinya, mremerinta b koo
penndangan Perararan Teperintal ini cletgno

Penemzalannys dalam Lembyaran Negara Reputiliz [ncsnesia.

Diletarkan di Jakarta
ptda lanipeal 1o Med 2012

PRESIDEN REFPUBLIK IDW M [ZELA,
btd.

BR. H. SUSILO BAMBANC YUDHOYONG

Diondangkan i Jalarts
el tanpssl 16 Mej 2012

LIIRTERS BUKUN DAN HAK ASAST MANLSIA |
RIPUBLIK [NDONESLA,

Lidd,

AR SYAMSULIN

LEMBARAN NEGAIZA SIZPUDLIK INDONESIA FAHUN 2072 NOXMOR 121

Balinzn sesal dengan aslinya
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FRESIDEM
REPUELIA INDOMESEA

FENJELASAN
ATAS

FERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTAMNCG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48
TAHUIN 2005 TEMTANGC PENCANGEATAN TENAGA HONOHER
MENJADE CALON FEGAWAI NEGERI SIPIL

LIBWIUN

Dalamn Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Memjad! Calon FPegawal Negeri Sipil
sebagaimana teiah dinhah dengan Peraturan Pemerititah Noznor 45 Tahun
2007 antara lain ditentulsn bahwa penganghkealan lenags honorer menjadi
Calon Pegawai Negeti Sipil dilalukan secara bertahap mulal Tahun
Anggaran 2005 dan paling lambatl selesai Tahun Adggaran 2009 dengan
priaoTikss lenaga honerer yang penghasilannya dibiavai oleh Anggaran
Pendapalan den Belanja MNegara den Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dzcrah.

Behwa delam kenyotaannya setelan dilakukuan evaluasi sampai desgan
Tahun Anggaran 2009 mazih  terdapat  tenaga  honorcr  vang
penghasilannya dibiaval darl Anggaran Petidapatan dsn Belanja Negara
dan Angearan Mendapatan dan Belanja Daerah dan memenuhi syeral
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Takun 20075 sebagaimana telah dinkbain
denpann Peraturan Pemervintah Nomor 43 Tehun 2007 tetapl belum
dianghat sehagai Calon Pepawai Negerd Sipil,

Dialarm Peraturan Pemerintah ing juga mengatur tentang perlalogan begd
lunaga  honorer  veng bekerja pada  instansl  pemerintab dan
penphasilannya tidak dibiayai oleh Anpgaron Pencapatan dan Belan®a
Nepara dan Anggaran Prndapatsn dan Belamya Deerah,

Untuk . . .
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Untule  menghareai mssa peongabdian tetaga honorur  dengen lestap
menjamin . kualitas  sumbeor daya resnusia . aparatur pemerinioh nales
potiganpk-ian tenags honerer menjadi Calon Pegawai Megerl Sipil akon
dilakukan  melaiai  peinsrilkeasn kelengliapan  wlministras)  setslah
clilakeukomn verifilkasi dan validasi bagi itnaga honorer yang perphasilacnya
diblayal dam Anggaran Pendsapaian dan B ‘Anjn Negura dan Angpacan
Fendapatasy dan Helanja Daersh, Sedangkan bagi lenapga honorer yang
tinak  dinfayal dari Angpeesn Pendapatar  dan Belanja “egara dan
Anzgoran Pencapatan dun Belanje Daecal difakulean melaui pemerikasaan
kelengleapanr administrasi dan seleksd ajlan tormals sesarms tenzgs hanorsr
Fing dilakukan secara objektif, lransparan, dan akuntebel

Uninz memetaicznn  faelah tenagn honorer yang mmemenuhi svarat sesuai
Peraturan Pomnerinlsh Yomer 48 Tohun 2005 tenilang Pengangkatan
Temaga ooorer weniadi Calon Pegawai Megeri Sipl sebagaimana telah
diubah demgan Persluran Pemerintub Nomer A5 Tabun 20007, Menrteri
Pendayamunaar  Aparstur  Megara Jdun Reformosi lirnloasi  Repuhlilc
Indonesia telah mengeluarkan Sorat Eda-an Nemor 05 vahim 200
trngeal 28 Juni 20010 tentang Peondutaan Tenuga Honares yang ekorja di
lirglaungar instans pemerintah yang dityjukan kepada Pejabat Pembina
Kepagawaian Pusal dan 'ziakac Pemcbing I-aepegawzua.n Dazreh sebagai
dezar unruk melalukan pendatasn tenaga honorer yang bokeria di
Hnglonngan insuns ‘II?"T.l&l'll"ltﬂH

Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri daris
o, HKategeri |

Tenogn  hwonorer yang  penghasilannya dibiayai dail Angparan
Pendopatan dun Belanja Nepars atan Angsaran Pendapeisn dan
Lelarjo Daersh dongon kriteria dianglkat oleh pejabal yang
berwerninnp bolkeria di 1nutm131 pemerintall, masa ketja Fadiyg scdikic
i tsamy) ahun pada tanseal '%i Desember 2005 dan sampal saal ind
masibi Lekerja, secara  Lerus menerits;  hemisi pel‘ng  rerdoh
b2 tsemhilan beias) abun dan tidak boleh lebih dari 46 {empat piuh
enam) tahun sada tznggal 1 Janvari 2006,

h. Kategori | .,
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Kaleger: L

Tenags honaver yang penghasilannys dibiayal Wukon dar Anpgaran
Fendapatan dan Belanja Negera wtau darl Anggeran Pendapasan dan
Lelarga Daerah  dengaa  kriteria, disngka: olch  pejabat  yang
Lerweniaays, bekerja di instanst pemerintal, masa kerja raling =zedilsit
1 {sam] tabiun pada tanggal 21 Desember 2005 dan sampal saat joi
masil:  bekerjz  secara terus meneras, berusia  paling  rendab
1% [sembilan belas) tabun dan tidale boleh lebih dar 45 fempat polub
caam) tahoun pada tangpal 1 Janaari 2008,

Deraturan Pomerintah ivd memipakan pemibaban leedua atas Peroturaus

Permneriniah Murnos 48 Tehon 2005 zebagaimane telah diubax dengan

Peraturan Pemetintah Momer 43 Tehun 2007 yang oxen dijadikan sehagad

dasar hulum untuk menvelesailkan tenaps honeorer wyang Sluystakan

memeniuhi syarat, haik svarat administaotif nmapun syarat lain vang

ditenti«an dalar Peraturan Pemerintah ini dan peratvran perundacng-

uldangarn lainsiyeg.

PASAL DEM. PASAL

TFasall

Angan 1

Fagal 3
Arat ()
Tharaf a

I'*n:n:mr:u_an usia dalam  pengangkdsan  tenapa
honozer tnenjadi Calon Pegaoanal Negerd Sipil:

a. begn . .
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a. bagi tdnuga honoser vang Jdibigvyal  dari
Anggaran Pendapaiton dun Belanja. Mepura
dan  Anggavan  Pendapaton  Jdan Belanja
Daeral: untalk mengisi  formaszi Tahun
Anpgaran 2012 Jdon

b, bagl tenaga henorer yeng tidak dilsiayad dari
Angparan Pendapatan dap Belanja Negarn
dan  Anpgarun Pendapaian  dan  RBelanja
Dacrah  vntuk | mengiai formasi Tahon
Anggardan 20013 dan formasi Tahun Anpparan
2014,

beitsia paling tingsi <6 ferpat puluh enomy)
tahun dan paing rendah 19 (sembilan Txlag)
talmin pada I Januar 2006,

Huruaf b

Pepentuan masa; kerja  dalaup pengangkalan
tenags  heonarer menjuedd Calon Pegawai Megsri
i pil '

&. har renagn heneter  vang dibiagrai  dasi
Angzaran Pendapatan dan Relanja Negara
dar  Argrmaran  Peadapatan dan Eelanja
Daeralh  untuk mengisi  formasi  Tahun
Anpgaran 20172 dan

Li. bagl tenage hooorer yang tidalk dibiayai dari
Anpgaran  Pendapan dan Belanja Nepara
dan - Angearan  Dendapatan dan Belanja
Peesral,  antulk mengisi  foomasi Tahun
Anggaran 2013 dun formasi Tahun Ansgaran
2014,

INCTOEUNY a1 . . .
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mempunyai masa kotja paling sedikit 1 [watia]

iahun pada 31 Descmbwer 2005 dan BANpal Saat
penganckatan Calon DPogeeeraid Meger] Sipil masih
bekerja sesara terus-menen s,
Amglea, 2

Pasz? 4
Cukoup jelas.
Mnghka 5
Fasal 5
Caleup jeslas,
Anpglka 4
Maral &
Awat (1]

Hotootaan  ind berlatoa bagi tenupa  Donorer  yang

memenubi 2ersyaralan Perstutan Pemerinmah Notsor 48

FTalan 2005 sehagaimaus  telah  dinbuah dengan

Faratvran Pemeriitah Nermaor 48 Tahun 2007,
Avrar (2]

Cukup jelas.
Axar {5

Culcup jelas.

Angka 5. .,
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Angesa 5
Paseal 6.4
Cuaaloun jelis,
Pzl 1T

Cukup jelas,

TAMBAHAL LEMBARAN WRGA=S REPURLIK INDONESIA NOMOR 5318
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